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ABSTRAK 
Mizwar Munizu (B111 13 404) “Penguasaan Tanah Masyarakat Wolio 
Bekas Swapraja di Dalam Benteng Keraton Buton”. Di bawah 
bimbingan Sri Susiyanti sebagai Pembimbing I dan Muhammad Ilham 
Arisaputra sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum 
penguasaan tanah bekas swapraja di Kota Baubau serta Untuk 
mengetahui status penguasaan tanah masyarakat Wolio di dalam Benteng 
Keraton Buton. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi 
kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). 
Adapun hasil penelitian ini, bahwa regulasi yang mengatur mengenai 
penguasaan bekas Swapraja di Kota Baubau diatur dalam Diktum ke IV 
Undang-Undang Pokok Agraria dan pada bagian kedua mengenai 
Ketentuan-Ketentuan Konversi Pasal I hingga Pasal IX Undang-Undang 
Pokok-Pokok Agraria, dimana tanah swapraja dapat dikonversi menjadi 
Hak Milik oleh Masyarakat Wolio. Namun, dengan diterbitkannya SK 
Walikota mengenai Kawasan Khusus Benteng Keraton Buton, maka 
peningkatan status tanah menjadi Hak Milik tidak dapat dilakukan. Hal ini 
mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar 
Budaya, yang mengatur bahwa Kawasan Cagar Budaya hanya dapat 
dikuasai oleh Negara dan Masyarakat Hukum Adat. Sehingga selain 
Negara dan Masyarakat Hukum Adat, Kawasan Benteng Keraton Buton 
tidak dapat dimiliki dan atau dikuasai. Adapun status penguasaan 
Masyarakat Wolio merupakan status tanah Hak Ulayat, hal ini dikarenakan 
Masyarakat Wolio memenuhi unsur sebagai Masyarakat Hukum Adat. 
Sehingga penguasaan tanah yang dilakukan secara turun temurun oleh 
Masyarakat Wolio pada Kawasan Benteng Keraton Buton dibenarkan 
menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. 
Namun, bukti yuridis dalam bentuk penetapan terhadap Masyarakat Wolio 
sebagai Masyarakat Hukum Adat terhadap Hak Ulayatnya belum ada. 
Kata Kunci: Status penguasaan, Swapraja, Kawasan Cagar 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat 
mendasar, dan merupakan suatu rahmat dan anugerah dari Allah SWT 
yang sengaja diciptakan untuk mahluk hidup dalam melangsungkan 
kehidupannya. Tanah sebagai salah satu kebutuhan dalam 
penyelenggaraan hidup manusia memiliki peranan yang sangat vital. 
Masyarakat Indonesia yang bercorak hidup agraris menggantungkan 
hidup sepenuhnya pada tanah. Tanah sebagai objek utama yang harus 
dimiliki dalam penyelenggaraan kehidupan agraria baik yang berbentuk 
pengadaan lahan pertanian maupun perkebunan. Tanah juga menjadi 
landasan tolak ukur kesejahteraan dan kemapanan bagi masyarakat yang 
berdomisili di daerah pedesaan. Dalam lingkup daerah perkotaan tanah 
memiliki peranan utama sebagai lahan perkantoran dan pemukiman. Oleh 
karena itu, tanah tidak bisa lepas dari kehidupan manusia karena dari 
semua kebutuhan manusia, tanah menjadi kebutuhan pokok yang 
mendasar dan menjadi tempat bagi manusia menjalani kehidupannya 
serta memperoleh sumber untuk melanjutkan hidupnya.1 
                                                          
1 Mariot P Siahaan, 2005, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Teori dan 
Praktek),Rajawali Press, Jakarta, hlm. 1 
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Sejalan dengan uraian tersebut, Gouw Giok Siong mengatakan 
bahwa:2 
Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan 
manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan 
hanya dalam kehidupannya, untuk matipun manusia masih 
memerlukan sebidang tanah. 
Refleksi tentang tanah mempunyai makna sangat strategis karena 
di dalamnya terkandung tidak saja aspek fisik tetapi juga aspek sosial, 
ekonomi, budaya, bahkan politik, serta pertanahan, keamanan, dan 
hukum3. Oleh karena fungsi tanah mempunyai kedudukan sangat vital 
dalam kehidupan, manusia dengan tanah memiliki hubungan emosional 
yang sangat kuat. 
Kedudukan tanah yang begitu penting bagi kehidupan manusia 
tentu saja membutuhkan pengaturan yang baik agar tidak terjadi 
ketimpangan dalam penguasaan tanah. Maka dari itu, Pasal 33 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 
1945) mengatur bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat”.  
Rumusan di atas bersifat imperatif karena mengandung perintah 
kepada Negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya, yang diletakan dalam penguasaan Negara, dipergunakan 
                                                          
2 Gow Giok Siong, 2000, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Keng Po, Jakarta, 
hlm.46. 
3 FX Sumarja, 2012, Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing-Sebuah 
Tinjauan Yuridis Filosofis, Indepth Publishing, Bandar Lampung, hlm.5 
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sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat 
Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar 1945, maka pada tanggal 24 September 1960 di sahkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria, selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA. Tujuan UUPA 
dapat dilihat pada penjelasan Umum, yaitu : 
a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria 
nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan 
kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan 
rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil 
dan makmur. 
b. Meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan 
kesederhanaan dalam hukum pertanahan. 
c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum 
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 
Sebagai peraturan dasar, UUPA merupakan implementasi dari 
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberi landasan bahwa bumi, air 
serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan 
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini 
dipertegas dalam Pasal 2 UUPA mengenai hak menguasai dari Negara. 
Makna kata hak menguasai dari Negara ini dijabarkan lebih lanjut pada 
Pasal 2 ayat (2) UUPA, yang berbunyi : 
Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 Pasal ini 
memberi wewenang untuk : 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 
tersebut; 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 
bumi, air dan ruang angkasa. 
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Ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut di atas menjelaskan kedudukan 
Negara dalam pengertian sebagai suatu organisasi kekuasaan dari 
seluruh rakyat untuk mengatur tentang keagrariaan. Kedudukan Negara 
sebagai organisasi kekuasaan tersebut tidak lain bertujuan untuk 
mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka 
masyarakat adil dan makmur.  
Dalam kerangka tersebut Negara diberi kewenangan untuk 
mengatur mulai dari perencanaan, penggunaan, menentukan hak-hak 
yang dapat diberikan kepada seseorang, serta mengatur hubungan hukum 
antara orang-orang serta perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan 
dengan tanah.4 Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) UUPA menegaskan bahwa :  
Atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat 
diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri-sendiri 
maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan hukum. 
Pada Pasal 4 ayat (1) UUPA tersebut, atas dasar hak menguasai 
tanah oleh Negara, maka Negara berwenang untuk menentukan macam-
macam hak atas tanah yang selanjutnya diatur dalam Pasal 16 ayat (1) jo. 
Pasal 53 UUPA. Biarpun semua hak atas tanah tersebut memberikan 
kewenangan untuk menggunakan tanah yang dihaki, tetapi sifat-sifat 
khusus haknya, tujuan penggunaan tanahnya dan batas waktu 
penguasaannya merupakan tolok ukur pembeda antara hak atas tanah 
yang satu dan yang lain.  Hak Milik misalnya, sebagai hak yang terkuat 
                                                          
4 Herawan Sauni, 2006, Politik Hukum Agraria, Pustaka Bangsa Press, Kampus USU, 
Medan, hlm. 125. 
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dan terpenuh dan boleh digunakan untuk segala keperluan yang terbuka 
bagi hak-hak atas tanah yang lain, tanpa batas waktu.5 Sehingga 
membedakannya dengan hak-hak atas tanah yang lain yang memiliki 
batasan tertentu.  
Dalam perkembangannya, hukum agraria didasarkan pada 
ketentuan-ketentuan hukum adat, oleh karena hukum adat adalah hukum 
rakyat Indonesia yang asli. 6 Dengan demikian hukum agraria yang 
berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat. Hal ini 
sesuai dengan Bunyi Pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa:  
Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah 
hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan 
nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, 
dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan 
yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan 
perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan 
unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. 
Hukum adat merupakan suatu sistem hukum asli sebagai hukum 
yang hidup dalam masyarakat Indonesia cenderung mempunyai pengaruh 
penting dalam kehidupan bangsa dan Negara, hal ini dikarenakan Hukum 
Adat merupakan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum rakyat 
banyak.7 Menurut Syarifuddin Kalo8, konsep penguasaan tanah 
berdasarkan hukum adat adalah tanah merupakan milik komunal atau 
                                                          
5 Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, hlm. 295. 
6  Ibid hlm. 179. 
7 Suriyaman Mustari P, 2007, Dilema Hak Kolektif Eksistensi dan Realitas Sosialnya 
Pasca Uupa, Edisi Pertama, Pelita Pustaka, Jakarta, hlm. 56 
8 Syafruddin Kalo, 2006, Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pendaftaran Hak-Hak Atas 
Tanah di Indonesia : Suatu Pemikiran, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap 
Dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 
hlm 4. 
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persekutuan hukum (beschikkingsrecht). Setiap anggota persekutuan 
dapat mengerjakan tanah dengan jalan membuka tanah terlebih dahulu 
dan jika mereka mengerjakan secara terus menerus, maka tanah tersebut 
dapat menjadi Hak Milik secara individual. 
Hak ulayat yang diakui oleh masyarakat adat ini merupakan Hak 
Pakai tanah oleh individu, namun kepemilikan ini diakui sebagai milik 
bersama seluruh anggota masyarakat (komunal). Anggota masyarakat 
tidak bisa mengalihkan atau melepaskan haknya atas tanah yang dibuka 
kepada anggota dari masyarakat lain atau pendatang dari luar masyarakat 
tersebut, kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati bersama 
semua anggota komunal tersebut.9 Dalam Pasal 3 UUPA dinyatakan 
dengan tegas bahwa: 
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 
pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari 
masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut 
kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai 
dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas 
persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.  
Dengan demikian, hak ulayat diakui eksistensinya bagi suatu 
masyarakat hukum adat tertentu sepanjang menurut kenyataannya masih 
ada yang dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari. Pelaksanaan hak 
ulayat dibatasi sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara. 
                                                          
9  Soerojo Wignjodipoero, 1984, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Gunung Agung, 
Jakarta, hlm 201 . 
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Dalam kenyataannya, terdapat masyarakat Wolio10 yang mendiami 
Benteng Keraton Buton belum memiliki status yang jelas atas tanah yang 
dikuasainya , padahal masyarakat Wolio telah mendiami wilayah Keraton 
Buton sejak masih dalam bentuk Kesultanan hingga telah bergabung 
dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau dengan kata 
lain telah dikuasai secara turun temurun hingga kini. Akan tetapi status 
penguasaan tanah yang ditempati oleh masyarakat di dalam Benteng 
Keraton Buton masih merupakan peninggalan kesultanan Buton.11 Hal ini 
dikarenakan masyarakat Wolio masih menggunakan sistem penguasaan 
pada masa Kesultanan Buton. Padahal dengan di berlakukannya UUPA, 
maka dengan otomatis menghapuskan dualisme hukum yang ada di 
Indonesia.   
Hal ini menimbulkan ketidakjelasan hak atas tanah masyarakat 
yang hidup dalam area benteng tersebut. Padahal salah satu tujuan 
terbentuknya UUPA adalah sebagai dasar dalam mewujudkan kesatuan 
dan kesederhanaan dalam hukum nasional.12 Oleh sebab itu, seseorang 
yang telah menguasai suatu tanah secara sah selama 20 tahun berturut-
turut dengan Itikad baik tanpa adanya klaim dari pihak lain, berhak untuk 
mengajukan pengakuan hak pada kantor pertanahan setempat untuk 
                                                          
10 Tasrifin T, 2010, Reproduksi Stereotipe dan Resistensi Orang Katobengke Dalam 
Struktur Masyarakat Buton, Disertasi, Universitas Indonesia, Depok, hlm 28-30 
11 Pra Penelitian yang dilakukan oleh Penulis Kepada Budayawan Sekaligus Penduduk di 
Wilayah Keraton Buton Bernama La Ode Munafi, Penulis Menemukan bahwa Tanah 
Peninggalan Kesultanan Buton Disebut Dengan Tanah Turakea. Tanah Turakea Yakni 
Hak Pakai Yang Diberikan Oleh Kesultanan Kepada Golongan Kaomu dan Walaka 
Sebagai Pemangku Jabatan. 
12  Penjelasan Umum  Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 
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mendapatkan hak.13 Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UUPA yang 
mengatur bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah 
diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia 
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.” 
Sampai saat ini tidak ada satupun masyarakat di dalam Benteng 
Keraton Buton yang mendaftarkan tanah yang telah dikuasainya secara 
turun temurun sejak masa kesultanan menjadi hak atas tanah yang baru 
karena mereka menjaga tradisi yang telah ada sejak berdirinya 
Kesultanan Buton dari pengaruh modernisasi. Dengan kata lain, 
masyarakat di dalam Benteng Keraton Buton tetap mempertahankan 
status penguasaan Tanah Turakea, yakni status penguasaan yang ada 
sebelum lahirnya UUPA.  
Penetapan kawasan Benteng Keraton Buton sebagai cagar budaya 
memunculkan permasalahan lain, yaitu terkait dengan hak atas tanah 
masyarakat yang hidup dalam kawasan Benteng Keraton Buton. Sejauh 
ini belum ada masyarakat yang mendaftarkan hak atas tanahnya kepada 
Kantor pertanahan setempat karena ketidakjelasan status hak atas tanah 
tersebut, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum terhadap tanah 
yang mereka kuasai.  
Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis menganggap 
perlu ada pengkajian yang membahas secara mendalam terkait dengan 
                                                          
13 Lihat Penjelasan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah 
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penguasaan tanah masyarakat Wolio yang telah mendiami kawasan 
Benteng Keraton Buton secara turun temurun setelah diberlakukan UUPA. 
sehingga penulis mengusulkan proposal penelitian dengan judul 
“STATUS PENGUASAAN TANAH MASYARAKAT WOLIO DI DALAM 
BENTENG KERATON BUTON BEKAS SWAPRAJA” 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaturan hukum penguasaan tanah bekas swapraja 
di Kota Baubau? 
2. Bagaimana status penguasaan tanah masyarakat Wolio di dalam 
Benteng Keraton Buton? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum penguasaan tanah bekas 
swapraja di Kota Baubau 
2. Untuk mengetahui status penguasaan tanah masyarakat Wolio di 
dalam Benteng Keraton Buton 
D. Manfaat Penelitian 
a. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan temuan baru 
dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu 
pengetahuan hukum yang berkaitan dengan status penguasaan 
tanah masyarakat Wolio di dalam Benteng Keraton Buton. 
b. Menjadi bahan acuan atau perbandingan bagi mahasiswa yang 
akan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai status 
penguasaan tanah. 
10 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hak Penguasaan Atas Tanah 
1. Pengertian Penguasaan Atas Tanah 
Tanah sebagai sumberdaya alam merupakan karunia Tuhan Yang 
Maha Esa kepada Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya 
apabila Negara mengelola tanah dengan sebaik-baiknya agar 
pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran rakyat sebagaimana 
diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.14 
Tanah merupakan permukaan tubuh bumi yang dalam 
penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya 
dan sebagian dari ruang yang ada di atasnya, namun dalam 
penggunaannya hanya untuk kepentingan yang langsung berhubungan 
dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut UUPA dan 
peraturan lain yang lebih tinggi.15 Dalam Pasal 1 ayat (4) UUPA dijabarkan 
ruang lingkup bumi adalah selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh 
bumi dan di bawahnya serta yang berada di bawah air.  
Tanah yang dimaksud bukan dalam pengaturan di segala aspek, 
tetapi hanya mengatur salah satunya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis 
yang disebut hak-hak penguasaan atas tanah. Oleh sebab itu apabila 
                                                          
14 Arie S Hutagalung, 2005, Tebaran Pemikiran seputar Masalah Hukum Tanah, 
Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia (LPHI), Jakarta, hlm 19. 
15  Lihat Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria 
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seseorang memperoleh hak-hak atas tanah yang disediakan oleh UUPA 
maka pada diri seseorang yang memperoleh hak atas tanah tersebut 
mempunyai kekuasaan untuk menggunakannya.16 
Pengertian “penguasaan” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam 
arti yuridis.Juga beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam 
arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh 
hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak 
untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga 
penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai 
tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya 
dilakukan pihak lain. Misalnya kalau tanah yang dimiliki disewakan kepada 
pihak lain dan penyewa yang menguasainya secara fisik, atau tanah 
tersebut di kuasai oleh pihak lain tanpa ada hak, maka dalam hal ini 
pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya, berhak untuk 
menuntut diserahkannya kembali tanah yang bersangkutan secara fisik 
kepadanya.17 
Ada juga penguasaan secara yuridis yang tidak memberi 
kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. 
Sebagai contoh, kreditor (bank) pemegang hak jaminan atas tanah 
mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan 
                                                          
16  Boedi Harsono, Op.Cit. hlm. 18.  
17  Ibid  hlm 23 
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(jaminan) akan tetapi secara fisik penguasaannya tetap ada pada 
pemegang hak atas tanah.18 
Pengertian “penguasaan” dan “menguasai” di atas dipakai dalam 
aspek perdata. Dalam Undang Undang Dasar NRI 1945 dan UUPA 
pengertian “dikuasai” dan “menguasai” dipakai dalam aspek publik, seperti 
yang dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA.19 Pasal 1 angka 2 Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, 
mendefinisikan penguasaan tanah, yang berbunyi: 
Penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang 
perorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum dengan 
tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.  
Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas bahwa penguasaan atas 
tanah terjadi karena adanya hubungan hukum dengan tanah. Hal ini 
dikarenakan Negara memberikan wewenang kepada rakyat atau badan 
hukum untuk mendayagunakan tanah tersebut demi mewujudkan 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana yang di amanatkan 
oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. 
2. Hierarki Hak Penguasaan Atas Tanah 
Dalam hal hak penguasaan atas tanah, terdapat hierarki 
penguasaan atas tanah yaitu: hak bangsa Indonesia atas tanah, hak 
                                                          
18 Urip Santoso (Selanjutnya disebut jual), 2005, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas 
Tanah, Edisi Pertama, Predana Media Group, Jakarta. hlm. 73. 
19  Boedi Harsono, Op.Cit.  hlm. 23 
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menguasai Negara atas tanah, hak ulayat masyarakat hukum adat, dan 
hak perorangan20. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
a. Hak Bangsa 
Hak Bangsa mempunyai sifat komunalistik, artinya semua tanah 
yang ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan tanah 
bersama rakyat Indonesia, yang telah bersatu sebagai Bangsa 
Indonesia21. Selain itu juga mempunyai sifat religius, artinya seluruh tanah 
yang ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa22. Keterikatan bangsa Indonesia dengan tanahnya 
merupakan ikatan yang sangat kuat bahkan dalam UUPA Pasal 1 ayat (3) 
dinyatakan bahwa hubungan tersebut bersifat abadi. Hal ini bermakna 
bahwa selama rakyat Indonesia masih bersatu sebagai bangsa Indonesia 
dan selama tanah bersama tersebut masih ada pula, dalam keadaan 
bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat 
memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut23. 
Budi Harsono mengatakan bahwa penguasaan Negara, yang 
disebutnya sebagai hak bangsa, merupakan hak ulayat yang ditinggikan 
kedudukannya pada tingkat supra masyarakat adat, yaitu tingkatan yang 
meliputi seluruh unsur wilayah. Hak bangsa sebagai lembaga hukum, 
                                                          
20  Urip Santoso 1 Op.Cit., hlm. 75. 
21  Lihat Pada Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria 
22  Lihat Pada Penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria 
23 Muhammad Ilham Arisaputra,  2015, Reforma Agraria Di Indonesia, Sinar Grafika, 
Jakarta Timur, hlm. 68. 
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tercipta pada saat diciptakannya hubungan hukum konkrit dengan tanah 
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Rakyat Indonesia24. 
Hak bangsa mengandung dua unsur, yaitu unsur kepunyaan dan 
unsur tugas dan wewenang untuk mengatur dan memimpin penguasaan 
dan penggunaan tanah bersama yang dipunyainya.Hak bangsa atas tanah 
bersama tersebut bukan hak kepemilikan dalam arti yuiridis, maka dalam 
rangka hak bangsa ada hak milik perorangan atas tanah, tugas 
kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan 
tanah bersama tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada Negara.25 
Hak penguasaan atas tanah oleh bangsa bukan merupakan hak 
pemilikan atas tanah. Hak bangsa merupakan penjelmaan dari hak ulayat 
masyarakat hukum adat dan karena itu merupakan hak bersama dari 
seluruh rakyat Indonesia26. Subjek hak bangsa adalah seluruh rakyat 
Indonesia sepanjang bersatu sebagai bangsa Indonesia yaitu generasi-
generasi terdahulu, sekarang dan generasi-generasi yang akan datang.27 
b. Hak Menguasai Negara 
Hak ini bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah, yang 
hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan 
bangsa kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 28 
                                                          
24  Yance Arizona, 2014, Konstitusionalisme Agraria, Stpn Press, Yogyakarta, hlm .384. 
25  Boedi Harsono, Op.Cit.  hlm 266. 
26 Bambang Eko Supriadi, Hukum Agraria Kehutanan (Aspek Hukum Pertanahan Dalam 
Pengelolaan Hutan Negara), Edisi 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 49. 
27  Boedi Harsono, Op.Cit. hlm. 267 
28  Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria 
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Makna penguasaan Negara tidaklah boleh dipandang sebagai 
penguasaan fisik, karena Negara dalam hal penguasaannya 
diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. 
Rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada Negara untuk 
mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), 
pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan 
(toezichthoundendaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Sri Edi Swaswono yang 
menguraikan bahwa perkataan “dikuasai” tidak harus diartikan sebagai 
dimiliki. Pemerintah Negara bisa menguasai melalui peraturan dan 
kebijaksanaan ekonomi tanpa harus memiliki.29 
Imam Soetikjo menyampaikan bahwa ada tiga kemungkinan 
alternatif mengenai konsep dasar hubungan Negara dengan tanah dalam 
perumusan UUPA. Pertama Negara sebagai subjek yang dapat 
dipersamakan dengan perorangan sehingga dengan demikian, hubungan 
antara Negara dengan tanah itu mempunyai sifat privaat rechtelijk, Negara 
sebagai pemilik. Hak Negara adalah hak dominium. Kedua, Negara 
sebagai subjek tidak diberikan kedudukan sebagai perseorangan, tetapi 
sebagai Negara, jadi sebagai badan kenegaraan, sebagai badan yang 
publiek rechtelijk. Hak Negara adalah hak dominium juga dan disamping 
itu dapat juga digunakan istilah hak piblique. Ketiga, Negara sebagai 
subjek, dalam arti tidak sebagai peseorangan dan tidak sebagai badan 
                                                          
29 Aminuddin Ilmar, 2012 , Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi Bumn, Cetakan 1, 
Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 57. 
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kenegaraan, akan tetapi Negara sebaga personifikasi rakyat seluruhnya, 
sehingga dalam konsep ini Negara tidak lepas dari rakyat, Negara hanya 
menjadi pendiri, menjadi pendukung daripada kesatuan-kesatuan rakyat. 
Dalam kaitannya dalam bentuk ini, maka hak Negara dapat berupa hak 
communes, kalau Negara sebagai personifikasi yang memegang 
kekuasaan atas tanah, dan hak emporium, apabila memegang kekuasaan 
tentang pemakaian tanah saja30.  
Dalam peraturan perundang-undangan, wewenang penguasaan 
Negara terhadap tanah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA 
yaitu untuk : 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 
tersebut;  
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;  
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 
bumi, air dan ruang angkasa. 
Menurut Oloan Sitorus, kewenangan Negara dalam bidang 
pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA di atas 
merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk mengatur penguasaan dan 
memimpin penggunaan tanah bersama yang merupakan kekayaan 
nasional. Pada prinsipnya, hak menguasai dari Negara adalah pelimpahan 
                                                          
30  Yance Arizona Op Cit  hlm 328. 
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kewenangan publik.Konsekuensinya, kewenangan tersebut hanya bersifat 
publik semata31. 
Dalam melaksanakan kewenangannya, Indra Perwira dan Asap 
Warlan Yusuf berpendapat bahwa kewenangan pemerintah harus sejalan 
dengan prinsip “Negara pengurus” dimana pemerintah selaku 
persionifikasi Negara berkewajiban untuk membangun kesejateraan 
rakyat. Namun, agar pemerintah tidak sehendak hati menafsirkan blanco 
mandate Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka kewenangan itu 
harus didasarkan pada prinsip hukum yang fundamental, yakni32: 
a. asas tanggung jawab Negara (state liability); 
b. asas legalitas, yang memberikan jaminan keadilan, kepastian, 
dan perlindungan; 
c. asas keberlanjutan (sustainability) yang mengakui dan 
menyadari bahwa sumber daya itu bersifat terbatas dan adanya 
jaminan untuk dapat dinikmati oleh generasi kini dan yang akan 
datang; 
d. asas menfaat baik secara ekonomi maupun social; 
e. asas subsidiaritas, yakni pemberian kepercayaan dan 
kewenangan kepada sub unit pemerintah yang lebih rendah 
melalui system desentralisasi yang demokratis. 
 
c. Hak Ulayat 
Bentuk hukum penguasaan tanah pada masyarakat adat dikenal 
dengan istilah “hak ulayat”. Ini merupakan istilah yang digunakan secara 
formal, meskipun pada setiap etnik istilah yang digunakan berbeda-beda. 
Dalam bahasa hukum maupun ilmiah, istilah “tanah ulayat” selalu 
digunakan untuk menyebut tanah-tanah yang dikuasai menurut hukum 
                                                          
31. Urip Santoso 1, Op.Cit., hlm.78. 
32  Muhammad Ilham Arisaputra, Op.Cit.,hlm 93. 
18 
 
adat pada suatu etnik tertentu33. Kedudukan hak ulayat masyarakat 
hukum adat diatur dalam Pasal 3 UUPA, yaitu : 
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 
pelaksanaan hak-hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu 
dari masyarakat-masyarakat hukum adat, menurut kenyataannya 
masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan 
kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas 
persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.  
Hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang 
dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan 
tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya34. Rusdi lubis 
mendefenisikan hak ulayat sebagai hak penguasaan tertinggi atas tanah 
dalam hukum adat yang meliputi suatu tanah yang termaksud dalam 
lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu yang 
merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya35.  
Soedikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hak ulayat merupakan 
hak dari masyarakat hukum adat yang berisi wewenang dan kewajiban 
untuk  menguasasi, menggunakan dan memelihara kekayaan alam yang 
ada dalam lingkungan wilayah hak ulayat tersebut36. Hak ulayat 
masyarakat hukum adat dinyatakan masih ada apabila memenuhi 3 unsur, 
yaitu37: 
                                                          
33  Syahyuti. 2006. Nilai-Nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum 
Adat Di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi.Volume 24 Nomor 1.hlm. 16. 
34  Urip Santoso 1, Op.Cit., hlm.79. 
35  Suriyaman Mustari P, Op. Cit  hlm. 101. 
36  Urip Santoso 1, Op.Cit, hlm. 66. 
37 Aminuddin Salle, Dkk. 2010. Bahan Ajar Hukum Agraria. As Publishing, Makassar, hlm. 
101. 
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a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh 
tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu 
persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan 
ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan 
sehari-hari; 
b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup 
para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya 
mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan 
c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, 
penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan 
ditaati oleh warga persekutuan hukum tersebut. 
 
 
d. Hak Perorangan 
Sebagaimana dalam lingkup Hak Ulayat yang memungkinkan 
masyarakatnya untuk menguasai tanah secara individual, dalam tingkatan 
Hak Bangsa pun di mungkinkan untuk menguasai dan menggunakan 
sebagian dari tanah bersama itu secara individual, dengan hak-hak yang 
bersifat pribadi.38 Hal ini di tegaskan dalam pasal 4 ayat (1) yang 
menyatakan bahwa :  
Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud 
dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada 
dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama 
dengan orang lain serta badan-badan hukum. 
 
Hak-hak atas tanah yang diberikan tersebut memberikan 
kewenangan kepada yang bersangkutan untuk mempergunakannya 
dengan memperhatikan fungsi hak atas tanah yaitu fungsi sosial39. 
Penggunaan tanah tersebut harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat 
dari haknya, sehingga memberikan manfaat baik bagi kesejahteraan dan 
kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi 
                                                          
38  Boedi Harsono, Op. Cit. hlm. 233 
39  Lihat Penjelasan Pasal Pasal 6 Undang Undang Pokok Agraria. 
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masyarakat dan Negara40. Adapun hak perorangan yang dimaksud dalam 
hal ini yaitu : 
1. Hak Milik 
 Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA yang dimaksud dengan Hak Milik 
adalah “hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai 
orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6”. Dalam 
pasal ini disebutkan sifat-sifat dari hak milik yang membedakannya 
dengan hak yang lain. Hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuhi 
yang dapat di punyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, 
bahwa hak milik ini adalah hak yang mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat 
di ganggu-gugat, melainkan frasa terkuat dan terpenuh itu hanya 
bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna 
bangunan, hak pakai, dan lain-lainnya.41  
Seseorang yang mempunyai hak milik dapat berbuat apa saja 
sekehendak hatinya atas miliknya itu, asal saja tindakannya itu tidak 
bertentangan dengan undang-undang atau melanggar hak atau 
kepentingan orang lain.42 Hak milik ini hanya dapat di Haki oleh Warga 
Negara Indonesia dan Badan Hukum yang ditunjuk oleh pemerintah 
melalui Peraturan Pemerintah.43 
 
                                                          
40  Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, 2004, Hak-Hak Atas Tanah, Prenanda Media, 
Jakarta, hlm.25. 
41  Lihat Penjelasan Pasal 20 Undang Undang Pokok Agraria 
42  Eddy Ruchiyat ,2006,  Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Baru, P.T Alumni,  
Bandung, hlm. 45 
43  Lihat Penjelasan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria 
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2. Hak Guna Usaha 
 Pengaturan Hak Guna Usaha dapat di lihat dalam Pasal 28 sampai 
dengan Pasal 34 Undang Undang Pokok Agraria, kemudian disebut juga 
pada Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria. Hak Guna Usaha 
dalam pengertian sekarang, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28 ayat 
(1) UUPA, yang berbunyi: 
Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang 
dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana 
tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan 
atau peternakan. 
Berlainan dengan hak milik, tujuan penggunaan tanah yang dipunyai 
dengan hak guna usaha itu terbatas, yaitu pada usaha pertanian, 
perikanan dan peternakan. Selanjutnya HGU memiliki batasan waktu 
tertentu, yakni 35 tahun untuk pertama kalinya, diperpanjang paling lama 
25 tahun dan di perbarui paling lama 35 tahun44. Hak Guna Usaha tidak 
dapat di punyai oleh orang asing, melainkan hanya dapat di Haki oleh 
Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut 
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.45 
3. Hak Guna Bangunan 
 Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan 
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri 
dengan jangka waktu paling lama 30 Tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 35 
ayat (1) UUPA. Keberadaan HGB jelas berada di atas hak-hak yang lain, 
                                                          
44  Lihat Penjelasan Pasal 29 Undang Undang Pokok Agraria 
45  Lihat Penjelasan Pasal 30 Undang Undang Pokok Agraria 
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yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan tanah di atas hak 
milik. Hak Guna Bangunan hanya dapat di Haki oleh Warga Negara 
Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia 
dan berkedudukan di Indonesia.46 
4. Hak Pakai 
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut 
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik 
orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan 
dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 
memberinya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan 
perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala 
sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan 
undang-undang ini47. Selain Warga Negara Indonesia serta Badan Hukum 
Indonesia, kepemilikan Hak Pakai juga dapat di punyai oleh Warga 
Negara Asing dan juga Badan Hukum Asing yang memiliki pewakilan di 
Indonesia. 48 
5. Hak Sewa 
Hak sewa selain disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (1) sebagai salah 
satu Hak Atas Tanah, secara khusus Hak sewa diatur dalam Pasal 44, 45 
dan 53 UUPA. Pada pasal 44 dan 45 UUPA khusus mengatur mengenai 
Hak Sewa untuk bangunan, sedangkan pada pasal 53 UUPA mengatur 
                                                          
46  Lihat Penjelasan Pasal 42 Undang Undang Pokok Agraria 
47  Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria. 
48  Lihat Penjelasan Pasal 36 Undang Undang Pokok Agraria 
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Hak Sewa tanah pertanian. Adapun penjelasan mengenai Hak sewa 
pertanian akan di jabarkan lebih lanjut pada poin ke 11. 
 Hak sewa atas tanah adalah hak yang memberi wewenang untuk 
menggunakan tanah milik pihak lain dengan kewajiban membayar uang 
sewa pada tiap-tiap waktu tertentu.49 Pengaturan mengenai subyek atau 
pemegang Hak Sewa di atur pada pasal 45 UUPA, yang berbunyi: 
Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah : 
a. Warga negara Indonesia; 
b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 
c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia; 
d. badan hukum asing yang mempunyai perwalikan di 
Indonesia. 
 
6. Hak Membuka Tanah 
Hak membuka tanah merupakan hak yang berasal dari hukum adat 
yang menyangkut tanah. Hak ini tercipta ketika dengan membuka tanah 
ulayat yang diikuti dengan penggunaannya secara nyata. Boedi harsono 
mengatakan bahwa hak ini bukan hak yang sebenarnya karena tidak 
memberikan wewenang untuk menggunakan tanah, seperti yang 
disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) UUPA. Hak ini merupakan bentuk  
pengejawantahan hak ulayat dalam sistem tanah nasional sebagaimana 
dinyatakan dalam penjelasan pasal 46 UUPA yang mengatur hak 
membuka tanah dan hak memungut hasil hutan.50 
 
                                                          
49  Lihat Penjelasan Pasal 44 dan 45 Undang Undang Pokok Agraria 
50  Boedi Harsono, Op.Cit.  hlm 288-289 
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7. Hak Memungut Hasil Hutan 
Sebagaimana pada hak membuka tanah, hak memungut hasil 
hutan juga berasal dari pengejawantahan hak ulayat dalam sistem tanah 
nasional.51 Pengaturan mengenai hak memungut hasil hutan lebih lanjut di 
atur pada Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1999 Tentang 
Pengusahaan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi. 
Pengertian Hak memungut hasil hutan di atur Pada Pasal 1 angka 11 
Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1999 Tentang Tentang 
Pengusahaan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi, yakni 
“Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah hak untuk memungut hasil hutan 
baik kayu maupun non kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis 
yang ditetapkan dalam surat izin.” 
Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan dilaksanakan 
berdasarkan asas rasionalitas, optimalitas serta kelestarian hutan dan 
keseimbangan fungsi ekosistem dengan memperhatikan rasa keadilan 
dan manfaat bagi masyarakat. Hal ini untuk mewujudkan keberadaan 
sumberdaya hutan yang berkualitas tinggi, memperoleh manfaat ekonomi, 
sosial dan ekologi yang maksimum dan lestari, serta menjamin distribusi 
manfaatnya secara adil dan merata, khususnya terhadap masyarakat 
yang tinggal di dalam dan atau di sekitar hutan.52 
 
                                                          
51  Ibid 
52  Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1999 Tentang pengusahaan dan 
pemungutan hasil hutan pada hutan produksi 
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8. Hak Gadai 
Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan Hak Gadai tidak 
ditemukan di dalam UUPA. Untuk memperoleh pemahaman tentang 
pengertian Hak Gadai, berikut ini pendapat yang dikemukakan oleh Boedi 
Harsono, yakni53 : 
Hak Gadai adalah hak dari yang disebut pemegang gadai, untuk 
menggunakan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang 
padanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas, tanah yang 
bersangkutan tetap berada dalam penguasaan pemegang gadai. 
Dari penjelasan di atas jelas bahwa selama uang gadai belum 
dikembalikan, tanah tersebut tetap dikuasai oleh pemegang gadai dan 
hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. 
9. Hak Usaha-Bagi Hasil 
Hak usaha bagi hasil adalah hak untuk mengusahakan tanah 
pertanian berdasarkan perjanjian antara pemiliknya dan seseorang atau 
sesuatu badan hukum, yang disebut penggarap berdasarkan perjanjian 
mana penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan 
usaha pertanian di atas tanah yang bersangkutan, dengan pembagian 
hasilnya antara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang di 
adakan sebelumnya.54 
 
 
                                                          
53  Boedi Harsono Op. Cit  hlm 292 
54  Ibid 
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10. Hak Menumpang 
Hak menumpang adalah hak adat  dengan izin lisan dari pemiliknya 
untuk mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik orang lain. Hak 
menumpang bukan Hak sewa yang mewajibkan untuk membayar kepada 
pemiliknya pada waktu tertentu ataupun Hak Guna Bangunan, melainkan 
pemegang hak menumpang di bebani dengan sanksi moral berupa balas 
budi, seperti ia di wajibkan untuk membantu pemilik tanah melakukan 
perkerjaan ringan sehari-hari.55 
11. Hak Sewa Tanah Pertanian 
Sebagaiamana yang telah di jelaskan di atas mengenai Hak sewa, 
bahwa Hak sewa tanah pertanian bersifat sementara. Pengaturan 
mengenai hak ini diatur dalam pasal 53 UUPA. yang merupakan salah 
satu Pasal dari Bab IV yang memuat ketentuan-ketentuan peralihan, 
karena oleh UUPA diberi sifat sementara, dalam arti bahwa dikemudian 
hari lembaga sewa tanah pertanian itu akan diadakan, karena 
bertentangan dengan asas yang disebutkan dalam Pasal 10.56 
Macam-macam hak atas tanah di atas dapat dikelompokkan 
menjadi 3 macam hak atas tanah, yaitu57: 
 
                                                          
55  Ibid 
56   Lihat Penjelasan Umum II Angka 7 Undang Undang Pokok Agraria 
57  Urip Santoso (Selanjutnya disebut Urip Santoso 2), 2010, Pendaftaran dan Peralihan 
Hak Atas Tanah, Edisi Kedua, Predana Media Group, Jakarta hlm 51. 
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1. Hak atas tanah yang bersifat tetap 
Hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku 
atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Contoh: HM. HGU, 
HGB, HP, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, dan Hak 
Memungut Hasil Hutan. 
2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang 
Hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan 
dengan undang-undang. Macam macam hak atas tanah ini belum ada. 
3. Hak atas tanah yang bersifat sementara. 
Hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan 
dihapus dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal dan 
bertentangan dengan jiwa UUPA. Contoh: Hak Gadai,, Hak Usaha Bagi 
Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian. 
 
B. Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat 
Masyarakat Hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri 
sejak dahulu hingga saat ini. Para tokoh masyarakat adat yang tergabung 
dalam Aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) merumuskan 
masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh 
tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan 
hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.58. 
                                                          
58 Husen Alting, 2010, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak 
Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. hlm. 31 
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Adapun pengertian masyarakat adat secara konkrit dituangkan dalam 
Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat yang 
berbunyi: 
Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh 
tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan 
hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar 
keturunan. 
Pengertian masyarakat hukum adat juga ditemukan dalam Pasal 1 
angka 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi: 
Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara 
turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena 
adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat 
dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang 
menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. 
Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan 
oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius 
van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum 
adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut: 59 
Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, 
menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, 
dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat 
maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-
masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang 
wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun di antara para 
anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk 
membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya 
dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. 
                                                          
59  Ibid hlm. 30 
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F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari 
masyarakat adat, yaitu magis religious, komunal, konkrit dan kontan. 
Adapun penjelasannya sebagai berikut:60 
1. Sifat magis religious diartikan sebagai suatu pola pikir yang 
didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu 
yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan 
sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara 
berpikir yang prologka, animism, dan kepercayaan pada alam 
ghaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam 
nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat 
mengenal sisitem hukum agama perasaan religious diwujudkan 
dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Masyarakat percaya 
bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu 
mendapat imbalan dan hukuman tuhan sesuai dengan derajat 
perubahan. 
2. Sifat komunal (commuun), masyarakat memiliki asumsi bahwa 
setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral 
dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa 
kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan 
kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu 
yang terlepas dari masyarakat. 
3. Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata 
menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam 
masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar. 
4. Sifat kontan (kontane handeling) mengandung arti sebagai 
kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap 
pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang 
diberikan secara sertamerta/seketika. 
Adapun kriteria suatu masyarakat dapat dikatan sebagai 
masyarakat hukum adat dapat di jumpai pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan 
Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang 
Berada Dalam Kawasan Tertentu, yang berbunyi: 
                                                          
60  Ibid hlm. 46. 
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Persyaratan Masyarakat Hukum Adat sebagimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) meliputi: 
a.   Masyarakat masih dalam bentuk panguyuban; 
b. Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya; 
c. Ada wilayah hukum adat yang jelas; dan 
d. Ada pranata dan perangkat hukum, yang masih ditaati. 
 
Masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua 
golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian 
suatu keturunan (genealogi) dan berdasar lingkungan daerah (teritorial)61. 
Berdasarkan kedua faktor ikatan di atas, kemudian terbentuklah 
masyarakat hukum adat, yang dalam studi hukum adat disebut tiga tipe 
utama persekutuan hukum adat yang disebut62: 
1. Persekutuan hukum genealogis 
Persekutuan hukum (masyarakat hukum) genealogis yakni 
persekutuan yang dasar pengikat utama anggota kelompok adalah 
persamaan dalam keturunan, artinya anggota-anggota kelompok itu terikat 
karena merasa berasal dari nenek moyang yang sama. Menurut para ahli 
hukum adat di masa Hindia Belanda masyarakat hukum genealogis ini 
dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu bersifat patrilineal, matrilineal, 
dan bilateral atau parental, yaitu :63 
 
                                                          
61  Soerjono Soekanto. 2011. Hukum Adat Indonesia. Cetakan Ke 11, Pt Raja Grafindo 
Persada, Jakarta hlm. 95 
62  C. Dewi Wulansari, 2012. Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar, Pt Refika Aditama, 
Bandung,hlm. 25. 
63 Evi Nf , Persekutuan Hukum Adat, 
Sumber:Https://Evinurfitria.Wordpress.Com/2015/12/05/Persekutuan-Hukum-Adat/. 2015.  
Di Akses 31 Oktober 2016 
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a. Masyarakat yang patrilineal 
Pada masyarakat yang patrilineal ini susunan masyarakatnya 
ditarik menurut garis keturunan dari bapak atau garis laki-laki, sedangkan 
garis patrilineal ibu disingkirkan, yang termasuk kedalam masyarakat 
patrilineal ini misalnya ‘’marga genealogis’’ orang batak yang mudah 
dikenal dari nama-nama marga atau satu turunan mereka seperti, Sinaga, 
Simatupang, Situmorang, Pandiangan, Nainggolan, Pane, Aritonang, 
Siregar dan sebagainya. Masyarakat yang patrilineal ini terdapat juga di 
Nusa Tenggara (Timor), Maluku dan Irian. 
b. Masyarakat yang matrilineal 
Pada masyarakat yang matrilineal, dimana susunan masyarakat 
ditarik menurut garis keturunan Ibu (garis perempuan), sedangkan garis 
keturunan bapak disingkirkan. Yang termasuk kedalam masyarakat 
matrilineal ini adalah masyarakat Minangkabau. Masyarakat matrilineal ini 
tidak mudah dikenal karena mereka jarang sekali menggunakan nama-
nama keturunan sukunya secara umum. Suku dalam masyarakat 
Minangkabau sama dengan ‘’marga’’ dalam masyarakat Batak. 
Oleh karena itu suku disini diartikan bukanlah dalam arti suku bangsa, 
tetapi disini diartikan sebagai golongan manusia yang berasal dari satu 
turunan menurut ‘’matriarchat’’ (matrilineal).  
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c. Masyarakat yang bilateral atau parental 
Pada masyarakat yang bilateral/parental, susunan masyarakatnya 
ditarik dari keturunan orang tuanya yaitu Bapak dan Ibu bersama-sama 
sekaligus. Jadi hubungan kekerabatan antara pihak bapak dan ibu 
berjalan seimbang atau sejajar, masing-masing anggota kelompok masuk 
kedalam klen Bapak dan klen Ibu, seperti terdapat di Mollo (Timor) dan 
banyak lagi di Melanesia. Tetapi kebanyakan sifatnya terbatas dalam 
beberapa generasi saja seperti dikalangan masyarakat Aceh, Melayu, 
Kalimantan, Jawa dan Sulawesi. 
2. Persekutuan hukum teritorial  
Persekutuan hukum teritorial yakni persekutuan masyarakat yang 
dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah daerah kelahiran dan 
menjalani kehidupan bersama ditempat yang sama64. Persekutuan-
persekutuan territorial ini merupakan pokok pangkal tata susunan 
terpenting bagi masyarakat Indonesia. Adapun persekutuan masyarakat 
territorials dapat dibagi menjadi tiga pusat yang masing-masing menjadi 
pusatnya dibagi bentuk-bentuk tetap dan bentuk peralihan, yaitu65: 
a. Persekutuan desa (masyarakat dusun) 
Yang dinamakan dengan persekutuan desa adalah apabila suatu 
tempat kediaman bersama mengikat suatu persekutuan manusia diatas 
daerahnya sendiri, mungkin bersama-sama dengan beberapa dusun yang 
                                                          
64  C. Dewi Wulansari Op.Cit.,  hlm 27 
65  Evi Nf, Op.Cit. 
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tak bebas dan yang terletak disebelah pedalaman sedikit, sehingga segala 
kepentingan rumah tangga seluruh wilayahnya diselenggarakan oleh 
suatu badan tata urusan pusat yang merupakan satu-satunya badan tata 
urusan yang berwibawa diseluruh wilayahya. Contoh dari persekutuan 
desa kita jumpai di Jawa, Madura dan Bali. 
b. Persekutuan daerah (masyarakat wilayah) 
Persekutuan Daerah adalah suatu daerah tertentu yang terdiri dari 
beberapa desa dan masing-masing desa mempunyai tata susunan dan 
pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh pejabat-pejabat yang memegang 
kedudukan sejenis, sehingga masing-masing desa dalam batas 
kemandirian (otonomi) tertentu mengurus kepentingan rumah tangganya 
sendiri. 
Dalam desa demikian itu, di samping suatu badan tata urusan 
pusat yang berwibawa diseluruh wilayah desa itu, ada pula badan-badan 
tata urusan setempat yang berwibawa dalam bidang masing-masing, 
untuk menyelenggarakan segala hal yang perlu dalam pelaksanaan 
otonominya, mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri-sendiri 
dan memeiliki kewibawaannya selaku amanat dari badan tata urusan 
pusatnya. 
c. Perserikatan Desa (persekutuan beberapa desa), 
Yang dikatakan perserikatan desa ialah apabila persekutuan-
persekutuan desa, masing-masing lengkap dengan pemerintahan dan 
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daerah sendiri dan terletak berdekatan dan mengadakan perjanjian untuk 
memelihara kepentingan bersama atau suatu hubungan yang berdasarkan 
tradisi dan dengan mengadakan suatu pemerintahan yang bersifat kerja 
sama antara pemerintah tersebut. Sedangkan kepada desa-desa yang 
tergabung (bersama) itu tidak diberikan hak wilayah sendiri (contohnya, 
Batak bagian tengah). 
Tentu saja tidak semua persekutuan hukum teritorials dapat 
ditetapkan dengan begitu saja termasuk kedalam salah satu golongan 
tersebut, sebab ada yang mempunyai bentuk-bentuk yang agak 
menyimpang dan ada pula yang berbentuk campuran, akan tetapi 
kebanyakan dari padanya jelas sesuai dengan tipe-tipe tadi. 
3. Persekutuan Hukum Genealogis-Teritorial 
Persekutuan hukum genealogis-teritorial dalam pengikat utama 
anggota kelompoknya adalah dasar persekutuan hukum genealogis dan 
territorial. Jadi pada persekutuan hukum ini, para anggotanya bukan saja 
terikat pada tempat kediaman daerah tertentu tetapi ia juga terikat pada 
hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan.66 
Persekutuan–persekutuan Hukum yang bersifat Genealogis-
Teritorial ini dapat dibeda–bedakan dalam 5 jenis, sebagai berikut :67 
                                                          
66  C. Dewi Wulansari Op.Cit ., hlm 28 
67 Sigit S Nugroho, Diktat Hukum Adat Bab V, 
Sumber:http://kisigitsaptonugroho.blogspot.co.id/2015/05/buku-diktat-hukum-adat-bab-
v.html. 2015. Di Akses 3 Februari 2017 
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a. Suatu daerah atau kampung yang hanya didiami oleh satu clan, dalam 
masyarakat ini tidak ada clan lain yang tinggal di dalam daerah itu. 
Daerah atau kampung yang ada di sekitarnyapun hanya didiami oleh 
satu clan saja. Misalnya di pedalaman Pulau Enggano, Buru, Seram 
dan Flores 
b. Suatu daerah yang semua di diami oleh satu marga tertentu. 
Kemudian ada marga lain datang ke wilayah tersebut dan menjadi 
anggota huta. Tetapi sebagai penguasa tanah tetaplah marga yang 
mendirikan Huta- huta di daerah itu. Marga yang demikian ini disebut, 
marga raja atau marga tanah (marga menguasai tanah di daerah itu). 
Sedangkan marga yang kemudian masuk daerah itu, disebut marga 
rakyat. Kedudukan marga rakyat di dalam suatu huta adalah kurang 
atau lebih rendah dari pada marga dari pada marga tanah. Antara 
marga yang datang dan marga pertama biasanya ada hubungan 
perkawinan yang erat. Misalnya di Tapanuli 
c. Suatu wilayah yang terdapat suatu clan yang mula-mula mendiami 
suatu daerah tertentu dan berkuasa di daerah itu, akan tetapi 
kekuasaan itu kemudian berpindah kepada clan lain yang masuk ke 
daerah tersebut dan berhasil merebut kekuasaan pemerintahan dari 
clan yang asli itu. Kedua clan itu kemudian berdiam dan bersama-
sama menjadi anggota persekutuan kekuasaan pemerintah dipegang 
clan yang datang kemudian, sedangkan clan yang asli tetap 
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menguasai tanah-tanah di daerah itu , sebagai wali tanah. Misalnya di 
Sumba Tengah dan Sumba Timur 
d. Dalam satu daerah nagari segala golongan suku (golongan yang 
berkuasa dan golongan yang menumpang) tidak ada perbedaan atau 
berkedudukan sama dan bersama-sama merupakan suatu badan 
persekutuan Teritorial (nagari) sedang daerah nagari itu terbagi dalam 
daerah-daerah golongan (daerah suku) di mana tiap-tiap golongan 
mempunyai daerah-daerah sendiri. Misalnya di Nagari di Minagkabau 
dan di beberapa Marga di Bengkulu 
e. Di mana dalam satu dusun berdiam beberapa bagian Clan yang satu 
dengan yang lain tidak bertalian family. Seluruh daerah/dusun menjadi 
daerah bersama dari semua bagian clan yang tidak dibagi- bagi. 
Misalnya seperti yang terdapat di Rejang 
 
C. Alas Hak dan Pemberian Hak Atas Tanah 
1. Alas Hak 
Alas Hak merupakan alat bukti dasar bagi seseorang dalam 
menunjukkan hubungan hukum antara dirinya dengan tanah yang dikuasai 
atau dimiliki. Oleh karenanya sebuah alas hak harus mampu menjabarkan 
kaitan hukum antara subjek hak individu atau badan hukum dengan suatu 
objek hak satu atau beberapa bidang tanah yang ia kuasai, artinya dalam 
sebuah alas hak sudah seharusnya dapat menceritakan secara lugas, 
jelas dan tegas tentang detail kronologis bagaimana seseorang dapat 
37 
 
menguasai suatu bidang tanah, sehingga jelas riwayat atas kepemilikan 
terhadap tanah tersebut.68  Adapun alas hak yang dimaksud antara lain: 
a. Menurut Hukum Adat 
Alas hak atas tanah menurut hukum adat dikenal dengan sebutan 
hak ulayat. Hak ulayat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban 
masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak 
dalam wilayahnya.69 UUPA mengakui adanya hak ulayat sepanjang 
menurut kenyataannya masih ada. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) 
syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya.70 
Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan, 
pertama, tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik 
apabila tanah ulayat tesebut menurut kenyataan masih ada. Kedua, tanah 
ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat 
tersebut dalam kenyataannya sudah tidak ada, telah mengalami 
perubahan menjadi tanah negara. 
b. Akta Peralihan Hak Atas Tanah 
Menurut Urip Santoso, ada 2 (dua) bentuk peralihan hak atas 
tanah, yaitu:71 
 
                                                          
68 Visnu, Bantuan Hukum, Sumber:Http://Blogvisnu.Blogspot.Co.Id/2014/12/Alas-Hak-
Adalah-Merupakan-Alat-Bukti.Html.2014. Di Akses 10 Oktober 2016 
69  Urip Santoso 1 Op. Cit..,hlm 79 
70  Lihat Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria   
71  Urip Santoso 2 Op.Cit..,hlm 63-64 
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1. Beralih 
Beralih artinya berpindahnya hak atas tanah dari pemegangnya 
kepada pihak lain karena suatu peristiwa hukum. Contoh peristiwa hukum 
adalah meninggal dunianya pemegang hak milik, sehingga secara yuridis 
hak atas tanahnya berpindah kepada ahli waris sepanjang ahli warisnya 
memenuhi syarat sebagai subjek dari objek tanah yang diwariskan. Oleh 
sebab itu ahli waris berkewajiban mendaftarkan pewarisan hak atas tanah 
tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk 
dilakukan perubahan nama pemegang hak atas tanah dalam sertifikat. 
2. Dialihkan 
Dialihkan artinya berpindahnya hak atas tanah dari pemegangnya 
kepada pihak lain karena suatu perbuatan hukum. Contoh perbuatan 
hukum adalah jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemasukan dalam modal 
perusahaan (Inbreng), dan lelang. Perbuatan hukum tersebut di buktikan 
dengan Akta yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), 
sedangkan untuk lelang di buktikan dengan berita acara yang di buat oleh 
pejabat dari Kantor Lelang.  
Dari penjelasan tersebut kecuali pewarisan dan pelelangan, semua 
macam-macam peralihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan di buatkan akta sebagai bukti 
telah dilakukannya peralihan hak atas tanah, yang akan di jadikan dasar 
bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan 
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oleh perbuatan hukum itu.72 Dengan demikian akta peralihan hak atas 
tanah adalah tanda bukti yang di buat dengan sengaja di hadapan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai dasar untuk tujuan pembuktian 
terhadap hak atas tanahnya. 
c. Penguasaan Fisik 
Penguasaan fisik atas tanah dan bangunan menjadi poin penting di 
dalam hukum pertanahan. Para pemegang hak atas tanah meskipun telah 
bersertifikat tidak boleh hanya mengandalkan sertifikatnya tanpa 
melakukan penguasaan fisik, atau membiarkan tanah tanpa sedikitpun 
melakukan kegiatan. Tanah yang kosong tentunya mengundang orang 
lain untuk menempati dan menduduki tanah tersebut meskipun tanpa 
didasari suatu bukti73.  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 secara jelas 
memberikan kesempatan bagi pihak yang dengan i'tikad baik dan secara 
jujur menguasai fisik tanah selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut, 
hukum akan melindunginya dan melegitimasinya sebagai pemilik hak atas 
tanah yang dikuasainya.74 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tersebut bukan hanya memberikan solusi bagi para pemilik tanah yang 
tidak memiliki bukti, tetapi secara eksplisit mewajibkan kepada para 
                                                          
72  Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Thn 1998 
Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
73 Santoso B. Penguasaan Tanah Selama 20 Tahun Dilindungi Negara, 
Sumber:Http://Lawyersantoso.Blogspot.Co.Id/2016/08/Penguasaan-Tanah-Selama-20-
Tahun.Html. 2016. Di Akses 31 Oktober 2016 
74 Lihat Penjelasan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah 
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pemegang hak atas tanah tidak hanya secara yuridis melakukan 
penguasaan tetapi juga secara nyata dan pasti melakukan penguasaan, 
pengelolaan atau memanfaatkan tanahnya sesuai dengan hak yang 
diberikan oleh Negara. 
Demi tertib administrasi pertanahan dan untuk menjamin kepastian 
hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah yang di peroleh 
dengan salah satu alas hak tersebut, maka diadakanlah pendaftaran 
tanah untuk memperoleh sebuah sertifikat sebagai bukti kepemilikan. 
Pengertian pendaftaran tanah dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi: 
Pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatan yang 
dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, 
berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan 
pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 
yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang 
tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pembuktian 
haknya yang disebut sertifikat bagi bidang-bidang tanah yang 
sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta 
hak-hak tertentu yang membebaninya.  
Kedudukan sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat dinyatakan 
secara jelas dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997. Dalam PP 
tersebut dinyatakan bahwa: 
Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai 
alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis 
yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis 
tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku 
tanah yang bersangkutan.   
Penjelasan tersebut menunjukan bahwa sertifikat tersebut 
berpotensi untuk dinyatakan tidak benar oleh pihak lain dengan alat bukti 
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yang lain baik berupa sertifikat atau selain sertifikat. Dalam hal ini, 
pengadilanlah yang akan memutuskan alat bukti mana yang benar. Ini 
menunjukan bahwa hukum pertanahan Indonesia menganut asas 
publikasi negatif yaitu kedudukan sertifikat bersifat kuat dan tidak bersifat 
mutlak. 75 
Berdasarkan pasal tersebut, telah terwujud kepastian hukum 
terhadap hak atas tanah namun belum memberikan perlindungan hukum 
kepada pemegang hak atas tanah. Hal ini disebabkan sewaktu-waktu hak 
atas tanah tersebut dapat digugat oleh pihak lain yang merasa dirugikan 
atas diterbitkannya hak tersebut. Pemegang hak atas tanah belum 
mendapatkan rasa aman meskipun telah memiliki sertifikat karena 
sewaktu-waktu akan mendapatkan gugatan atau keberatan dari pihak lain 
atas diterbitkannya sertifikat hak atas tanah76.  
Guna memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas 
tanah yang telah diterbitkan sertifikat dari gugatan atau keberatan dari 
pihak lain maka ditetapkanlah Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 
24 tahun 1997. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: 
Dalam hal suatu bidang tanah  sudah diterbitkan sertifikat secara 
sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah 
tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka 
pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi 
menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) 
tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan 
secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor 
pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan 
                                                          
75  Urip Santoso 2 Op. Cit hlm 275. 
76  Ibid  hlm. 276 
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ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan 
sertifikat tersebut. 
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka sertifikat sebagai 
tanda bukti hak yang berlaku mutlak diperoleh pemegang hak atas tanah 
apabila dipenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu77: 
1. Sertifikat hak atas tanah atas nama orang atau badan hukum 
tersebut diterbitkan secara sah 
Pengertian sertifikat diterbitkan secara sah adalah buku 
sertifikatnya asli yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota. Penerbitan sertifikat hak atas tanah sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo Peraturan 
Menteri Negara Agraria No. 3 tahun 1997. 
 
2. Hak atas tanah diperoleh dengan iktikad baik 
Dalam prinsip umum, iktikad baik itu pada setiap orang 
sedangkan iktikad buruk harus dibuktikan. Jadi, beban 
pembuktian ada di beban pihak yang merasa memiliki hak atas 
tanah tersebut. Artinya, beban pembuktian terletak pada orang 
yang menggugat atau merasa memiliki hak atas tanah tersebut. 
3. Hak atas tanah dikuasai secara nyata  
Hak atas tanah secara fisik dikuasai dan digunakan oleh 
pemegang hak atas tanahnya sendiri atau digunakan oleh 
orang lain atau badan yang mendapat persetujuan dari 
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Maksud 
menguasai hak atas tanah disini adalah hak atas tanah yang 
berupa eks hak milik adat dapat digunakan sendiri oleh pemilik 
tanah yang bersangkutan atau tanah tersebut digunakan oleh 
pihak lain atas dasar sewa menyewa tanah antara pemilik 
tanah dengan penyewa tanah. 
4.  Tidak adanya keberatan penerbitan sertifikat hak atas tanah 
setelah lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut 
Apabila selama lima tahun sejak diterbitkan sertifikat hak atas 
tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak ada pihak 
lain yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemilik 
sertifikat dan   Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 
setempat untuk meminta pembatalan sertifikat, ataupun tidak 
mengajukan gugatan ke pengadilan. 
                                                          
77  Ibid  hlm. 280 
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Apabila unsur-unsur tersebut dipenuhi secara kumulatif oleh pemilik 
sertifikat maka pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut 
tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanahnya. Ketentuan 
Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan dalam rangka 
menutupi kelemahan penerapan sistem publikasi negatif dalam 
pendaftaran tanah dan mengarah pada penerapan sistem publikasi positif. 
Dalam sistem publikasi positif, data fisik dan data yuridis yang dimuat 
dalam buku tanah dan sertifikat yang diterbitkan merupakan tanda bukti 
hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang mutlak. Artinya, pihak 
ketiga yang bertindak atas bukti-bukti tersebut mendapatkan perlindungan 
hukum secara mutlak meskipun di kemudian hari data fisik dan data 
yuridis yang dimuat dalam sertifikat tersebut ternyata tidak benar.78 
2. Pemberian Hak Atas Tanah 
Pemberian atau penetapan hak atas tanah kepada subyek hak, 
baik perseorangan maupun badan hukum dengan obyek suatu bidang 
tanah tertentu, salah satunya adalah melalui penetapan Pemerintah79. 
Penetapan Pemerintah tersebut selain dilakukan terhadap obyek tanah 
yang bukti haknya merupakan hak-hak lama, baik bekas hak Barat 
maupun bekas Hak Adat, juga yang lebih tegas dilakukan terhadap obyek 
tanah yang statusnya berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh 
Negara. Proses pembuktian hak baru ataupun hak lama dalam rangka 
                                                          
78  Ibid hlm 282-283 
79 Lihat Penjelasan Pasal 22 Ayat (2), Pasal 31 dan Pasal 37 Undang Undang Pokok 
Agraria. 
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pendaftaran hak atas tanah di atur dalam Pasal 23 dan 24 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 
Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan 
Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas 
Tanah Negara , yang dimaksud pemberian hak adalah “Penetapan 
pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah Negara, termasuk 
perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak”. Pasal 1 angka 8 
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 
Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara 
dan Hak Pengelolaan ditegaskan pula bahwa yang dimaksud dengan 
pemberian hak atas tanah adalah “Penetapan Pemerintah yang 
memberikan suatu hak atas tanah Negara, perpanjangan jangka waktu 
hak, pembaharuan hak, perubahan hak, termasuk pemberian hak di atas 
Hak Pengelolaan”.80 
Macam-macam pemberian hak yang dapat dilakukan oleh Negara 
dapat dilihat pada Pasal 1 angka 6 , 7 ,dan 8  Peraturan Menteri Negara 
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasinal Nomor 3 Tahun 1999 Tentang 
Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan 
Pemberian Hak Atas Tanah Negara, berbunyi: 
6. Pemberian hak secara individual adalah pemberian hak atas 
sebidang tanah kepada seorang atau sebuah badan hukum 
tertentu atau kepada beberapa orang atau badan hukum secara 
                                                          
80 Urip Santoso 3 Op Cit., hlm. 212. 
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bersama sebagai penerima hak bersama, yang dilakukan 
dengan satu penetapan pemberian hak; 
7. Pemberian hak secara kolektif adalah pemberian hak atas 
beberapa bidang tanah masing-masing kepada seorang atau 
sebuah badan hukum atau kepada beberapa orang atau badan 
hukum sebagai penerima hak bersama, yang dilakukan dengan 
satu penetapan pemberian hak; 
8. Pemberian hak secara umum adalah pemberian hak atas 
bidang tanah yang memenuhi kriteria tertentu kepada penerima 
hak yang memenuhi kriteria tertentu yang dilakukan dengan 
satu penetapan pemberian hak; 
 
D. Konversi Hak Atas Tanah 
Konversi hak-hak atas tanah adalah perubahan hak lama atas 
tanah menjadi hak baru menurut Undang Undang Pokok Agraria.81 Dapat 
diartikan bahwa Konversi hak-hak atas tanah adalah penggantian atau 
perubahan hak-hak atas tanah dari status lama, yaitu sebelum berlakunya 
UUPA, menjadi status baru sebagaimana diatur menurut UUPA itu sendiri. 
Adapun yang dimaksud dengan hak-hak atas tanah sebelum berlakunya 
UUPA adalah hak-hak atas tanah yang diatur dan tunduk pada hukum 
adat dan hukum Barat atau Burgerlick Wetboek (BW).82 
 
 
 
                                                          
81 Ali Achmad Chomzah, 2004, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Jilid 1, Prestasi 
Pustaka, Jakarta, Hlm 80 
82 Adrian Sutedi, 2008, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm125. 
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Dasar hukum mengenai konversi  tanah diatur dalam bagian kedua 
mengenai Ketentuan-Ketentuan Konversi Pasal I hingga Pasal IX UUPA. 
Secara garis besar, konversi hak atas tanah terbagi menjadi tiga jenis, 
yaitu:83   
1. Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat 
2. Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah bekas hak Indonesia 
3. Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah bekas swapraja. 
Sejak diberlakukannya UUPA pada tanggal 24 September Tahun 
1960 itulah berlaku hak-hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 16 UUPA, khususnya Hak atas Tanah Primair, seperti Hak Milik, 
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.84 
E. Cagar Budaya 
1. Pengertian 
Cagar budaya merupakan warisan kekayaan budaya bangsa yang 
dapat dimaknai sebagai lambang dari sifat serta kehidupan manusia yang 
memiliki arti penting dari sisi sejarah, ilmu pengetahuan, serta kebudayaan 
dalam kehidupan bermasyarakat. Cagar Budaya dapat dinilai sebagai 
wujud kehidupan manusia yang hidup disekitarnya85. Jadi cagar budaya 
adalah warisan yang harus dijaga kelestariannya karena fungsinya yang 
sangat penting untuk menunjukkan identitas dan kepribadian bangsa. 
                                                          
83  Ali Achmad Chomzah, Op Cit., hlm 80- 81 
84  Ibid hlm 83 
85  H. Candrian Attahiyyat, 2000, Bangunan Cagar Budaya Di Propinsi Dki Jakarta, Dinas 
Museum, Jakarta, hlm. 14 
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Cagar budaya bersifat kebendaan dan memiliki wujud fisik yang 
bisa berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang terletak 
di darat maupun di air86. Dengan demikian upaya untuk melestarikan 
cagar budaya tidak bisa dipandang sebelah mata. Harus ada langkah 
konkrit dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap 
cagar budaya agar dapat lestari serta bermanfaat bagi kegiatan ilmiah, 
penelitian, dan keagamaan. Dan yang terpenting cagar budaya digunakan 
untuk kepentingan bangsa dan kemakmuran rakyat. 
2. Situs Cagar Budaya 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 
angka 5, situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau 
di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, 
dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau 
bukti kejadian pada masa lalu. Dalam Undang-Undang tersebut juga 
mengatur ketentuan mengenai kriteria suatu Benda, bangunan, atau 
struktur yang dapat diusulkan sebagai Benda, Bangunan, atau Struktur 
Cagar Budaya, yakni87: 
1. berusia 50 (lima puluh tahun) atau lebih; 
2. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh 
tahun); 
3. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 
pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan 
4. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. 
 
                                                          
86 Lihat Penjelasan Pasal 1 (1) Undang Undang Nomor 11 Thn 2010 Tentang Cagar 
Budaya 
87 Lihat Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar 
Budaya 
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3. Jenis-Jenis Benda Cagar Budaya 
Jenis benda cagar budaya termuat dalam Pasal 1 ayat (2) sampai 
ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 
Tentang Cagar Budaya, yakni : 
1. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda 
buatan manusia, baik bergerak maupun tida bergerak, berupa 
kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-
sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan 
sejarah perkembangan manusia. 
2. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat 
dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi 
kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan 
beratap. 
3. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari 
benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi 
kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, 
dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. 
4. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat 
dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, 
Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya 
sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa 
lalu. 
5. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang 
memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya 
berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. 
 
4. Tata Cara pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya 
a. Pendaftaran 
Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, 
lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar 
Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di 
luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar 
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Budaya, yaitu daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar 
Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri. 
Komponen pendaftaran adalah objek yang didaftarkan berupa 
benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis. Pendaftarnya 
adalah setiap orang, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan 
hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum. 
Dalam pendaftaran Cagar Budaya ini ada satu tim yang dinamakan 
Tim Pendaftaran yang di tetapkan dengan SK Kepala Dinas yang 
membidangi kebudayaan. Tim pendaftaran ini bertugas menerima, 
mengolah, dan menyusun berkas data pendaftaran.88 Cagar Budaya yang 
telah didaftarkan akan ditetapkan statusnya sebagai Cagar Budaya. 
b. Penetapan  
Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap 
benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang 
dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim 
Ahli Cagar Budaya (TACB). 89 
Prosedur dan tahapan penetapan secara rinci tersirat dalam 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Secara garis 
besar dapat dibagi dalam pra-penetapan, penetapan, dan pasca 
penetapan. Pra-penetapan meliputi pengusulan dan pendaftaran cagar 
                                                          
88 Dit.Pcbm, Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya, 
Sumber:Http://Kebudayaan.Kemdikbud.Go.Id/Ditpcbm/2015/08/13/Pendaftaran-Dan-
Penetapan-Cagar-Budaya/.2015. Di Akses 10 Oktober 2016 
89  Ibid 
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budaya. Penetapan meliputi pengkajian, penetapan dan pencatatan dalam 
register nasional cagar budaya. Pengkajian dilakukan oleh tim ahli cagar 
budaya, dimana selama proses ini benda, bangunan, struktur, atau lokasi 
hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan 
sebagai cagar budaya sebagaimana tercantum pasal 31 ayat (5). Ketiga, 
pasca penetapan yaitu pemeringkatan dan pencatatan dalam register 
nasional cagar budaya sesuai dengan peringkatnya.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
90 Yadi Mulyadi, Penetapan Cagar Budaya Bawah Air dan Masa Kolonial, 
Sumber:Http://Www.Academia.Edu/1786485/Penetapan_Cagar_Budaya_Bawah_Air_Da
n_Masa_Kolonial. 2012. Di Akses 31 Oktober 2016 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi 
hukum ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Maka yang diteliti 
pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan 
penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Hal ini 
dikarenakan Obyak penelitian penulis mengenai penguasaan Tanah di 
dalam Benteng Keraton Buton terletak di wilayah kota Baubau 
C. Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari keterangan/fakta 
langsung di lapangan yaitu data yang diperoleh penulis dari lokasi 
penelitian yang telah disebutkan diatas. Sumber Data Primer Pihak yang 
terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini pihak 
yang terkait yaitu: Pihak Badan Pertanahan Kota Baubau dan masyarakat 
yang menempati tanah dalam kawasan Benteng Keraton Buton. 
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b. Data Sekunder 
Data yang tidak diperoleh secara langsung, yaitu data yang 
diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan secara tidak 
langsung melalui bahan-bahan dokumen berupa peraturan perundang 
undangan, buku kepustakaan dan sebagainya. Data sekunder di bidang 
hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, 
yaitu: 
a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan-peraturan/hukum positif. 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang 
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi, 
buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah dan hasil-hasil ilmiah 
para sarjana, literature dan hasil penelitian. 
c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan-bahan yang 
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 
sekunder misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, 
indeks kumulatif, dan sebagainya. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu: studi 
kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). 
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1. Studi Lapangan (Field Research) 
Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan 
dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek 
penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan 
cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan 
responden. 
2. Studi Kepustakaan (Library Research) 
Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan 
bahan-bahan yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku, atau bahan 
pustaka lainnya, yang menyangkut dengan obyek yang diteliti. 
E. Analisis Data 
Data-data yang diperoleh baik itu data primer maupun data 
sekunder diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian 
disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan 
terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkret 
mengenai masalah penelitian yang dibahas secara kualitatif dan 
kuantitatif. Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu 
dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Hukum Penguasaan Tanah Bekas Swapraja di Kota 
Baubau 
1. Tanah Bekas Swapraja di Kota Baubau 
Secara geografis, Kota Baubau terletak di bagian Selatan Provinsi 
Sulawesi Tenggara, tepatnya berada di Jazirah Pulau Buton. Kota Baubau 
merupakan wilayah administrasi baru, pecahan dari wilayah administrasi 
Kabupaten Buton, yang terbentuk pada tanggal 17 Oktober 2001 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang 
Pembentukan Kota Baubau. 91 
Pada awalnya, Kota Baubau merupakan pusat wilayah Kerajaan 
Buton yang berdiri pada awal abad ke-15 (1401–1499). Buton mulai 
dikenal dalam sejarah Indonesia karena telah tercatat dalam naskah 
Nagarakertagama karya Prapanca pada tahun 1365 masehi dengan 
menyebut Buton atau Butuni sebagai Negeri (Desa) Keresian atau tempat 
tinggal para resi dimana terbentang taman dan didirikan lingga serta 
saluran air dengan rajanya bergelar Yang Mulia Mahaguru.92  
Cikal bakal negeri Buton untuk menjadi sebuah Kerajaan, pertama 
kali dirintis oleh kelompok Mia Patamiana (si empat orang) yaitu 
                                                          
91 Lihat Pada Poin Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2001 Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau 
92 Wikipediawan, Kota Baubau, Sumber: Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kota_Baubau. Di 
Akses Tanggal12 April 2017 
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Sipanjonga, Simalui, Sitamanajo dan Sijawangkati yang oleh sumber lisan 
di Buton mengatakan bahwa mereka berasal dari Semenanjung Tanah 
Melayu pada akhir abad ke-13.93 Kerajaan Buton berubah bentuk menjadi 
Kesultanan Buton pada masa Timbang Timbangan atau Lakilaponto atau 
Halu Oleo yang merupakan Raja ke- 6 (enam) sekaligus Sultan pertama di 
Buton. 94 
Kejayaan pada masa Kesultanan Buton hingga memutuskan untuk 
bergabung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
telah banyak meninggalkan warisan masa lalu yang gemilang baik dalam 
bentuk fisik maupun non fisik.95 Peninggalan fisik yang sampai saat ini 
masih dapat disaksikan salah satunya berada di dalam wilayah 
administrasi Kelurahan Melai, Kota Baubau, berupa kawasan Benteng 
Keraton Buton dan masih banyak lagi yang tersebar di berbagai daerah 
bekas Kesultanan. Sedangkan peninggalan non fisik, berupa hukum adat 
yang tidak tertulis (Adhathina Wolio), gelar bangsawan (La Ode/ Wa Ode) 
yang melekat pada golongan bangsawan Kaomu96, dan upacara-upacara 
adat berupa penyambutan hari besar Islam dan tamu kesultanan. 
                                                          
93 Ibid, Kota Baubau. 
94 Penelitian Yang Penulis Dapatkan Dilapangan Melalui Wawancara Dengan 
Narasumber Yang Bernama Abdul Mulku Zahari, Yang Merupakan Tokoh Masyarakat, 
Tanggal 30 Maret 2017. 
95 Kota Baubau Op. Cit,. 
96 Lapisan Tertinggi Ialah Kaomu, Yakni Nama Ningrat Atau Bangsawan. Hal Ini 
Dikarenakan Kesultanan Buton Mengenal Sistem Stratifikasi.  Sistem Stratifikasi Dalam 
Masyarakat Buton Terdiri Atas Tiga Kelompok, Yaitu Kaomu, Walaka, Dan Papara Yang 
Terbentuk Sejak Sultan Buton Ke-4 Dayanu Ikhsanuddin. Lihat Tasrifin T, 2010, 
Reproduksi Stereotipe Dan Resistensi Orang Katobengke Dalam Struktur Masyarakat 
Buton, Disertasi, Universitas Indonesia, Depok, Hlm 92-98. 
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Di dalam kawasan Benteng Keraton Buton tersebut ditemukan 
banyak artefak yang menarik. Misalnya 12 lawa (pintu gerbang), 16 
baluara (bastion), Masjid Agung Keraton dan Mesjid Kuba, Kamali97 
(rumah Sultan), Balai Pertemuan (Baruga), dan Tempat Pelantikan Raja 
dan Sultan, makam-makam Sultan Buton, serta sejumlah peninggalan lain 
yang bersejarah. Selain artefak bernilai sejarah berupa bangunan, dalam 
benteng juga terdapat pengrajin seperti tenun, perak dan kuningan, baju 
adat, dan tudung saji serta rumah-rumah adat Buton.98 Hal lain yang 
menarik mengenai benteng Keraton Buton, yakni rumah-rumah adat 
Buton tersebut merupakan pemukiman penduduk. 
Masyarakat yang bermukim dalam kawasan benteng Keraton Buton 
merupakan pewaris keturunan dari para keluarga bangsawan Keraton 
Buton yakni bangsawan Kaomu dan Walaka, yang dikenal dengan 
sebutan Masyarakat Wolio. Tanah di dalam kawasan benteng Keraton 
tersebut dahulunya berada dalam pengawasan penuh pemerintah 
kesultanan dan hanya diperuntukkan bagi kaula Swapraja Buton dengan 
mendapatkan izin dari Kesultanan. Pengaturan tanah dalam kawasan 
benteng ini tertuang dalam keputusan Kesultanan Buton Perselfbestur 
No.54 pada tanggal 15 Juli 1938 dan dilegalisasi kembali berdasarkan 
Surat Persetujuan Sultan Buton selaku Kepala Pemerintahan Swapraja 
                                                          
97 Kamali Merupakan Istana/Rumah Sultan Buton Yang Memiliki Bentuk Struktur Yang 
Berbeda Dengan Rumah Adat Yang Lainnya. Uniknya Jumlah Kamali Ini Tidak Hanya 
Satu Melainkan Mengikuti Jumlah Sultan Di Buton. Hal Ini Dikarenakan Setiap Sultan 
Memiliki Satu Kamali. Berdasarkan Penelitian Yang Dilakukan Kepada Narasumber Yang 
Bernama Dr. La Ode Munafi Sebagai Budayawan Sekaligus Dosen di Salah Satu 
Universitas Di Baubau, Tanggal 28 Maret 2017. 
98 Penelitian Lapangan Yang Dilakukan Penulis Pada Tanggal 17 Mei 2017 di Kelurahan 
Melai, Baubau, Sulawesi Tenggara. 
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Buton tanggal 14 Mei 1957.99  Hal ini menjelaskan bahwa dalam 
sejarahnya, Buton merupakan salah satu daerah swapraja di Nusantara 
yang diakui keberadaanya, baik oleh pemerintah kolonial Belanda maupun 
Indonesia yang pada masa itu masih bernama Hindia Belanda. Untuk 
mengetahui lebih lanjut mengenai penetapan Buton sebagai daerah 
swapraja, maka baiknya terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian 
umum daerah swapraja. 
Daerah swapraja adalah salah satu bentuk yang diakui oleh 
pemerintah kolonial dan mencakup berbagai bentuk administrasi, seperti 
kesultanan, kerajaan, dan keadipatian. Status swapraja berarti daerah 
tersebut dipimpin oleh pribumi dan berhak mengatur urusan administrasi, 
hukum, dan budaya internalnya.100 Secara historis, sistem administrasi 
daerah pada masa Hindia Belanda dikenal rumit dan mengakui bentuk-
bentuk pemerintahan daerah yang berbeda-beda. yang diperintah oleh 
Gubernur Jenderal atas nama Raja/Ratu Belanda secara sentralistis. 
Daerah Hindia Belanda atau Nederlandse Indie dibagi dalam dua kategori 
besar yaitu daerah Direct Gebied dan Indirect Gebied.101 
Daerah Direct Gebeid adalah daerah yang diperintah secara 
langsung oleh penguasa di Batavia secara hirarkis. Pemerintahannya 
bersifat administratif atau sering disebut "pemerintahan pangreh praja". 
                                                          
99 Tasrifin T, Op.Cit, Hlm 79 
100 Wikipediawan, Swapraja (Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Swapraja Di Akses 26 April 
2017) 
101 Bimo Kusumo Aji, Pembagian Administratif Hindia Belanda, Sumber: 
Http://Infobimo.Blogspot.Co.Id/2016/04/Pembagian-Administratif-Hindia-Belanda.Html . Di 
Akses Tanggal 26 April 2017 
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Pemerintahan ini pun dibedakan antara pemerintahan di wilayah Jawa 
dan Madura dengan di wilayah luar Jawa dan Madura. Sedangkan daerah 
Indirect Gebied adalah daerah yang diperintah secara tidak langsung oleh 
Gubernur Jenderal di Batavia. Daerah ini biasanya berbentuk kerajaan 
atau kesultanan yang terikat dengan perjanjian politik baik jangka panjang 
maupun jangka pendek. Perjanjian ini dilakukan oleh Raja/Sultan dari 
kerajaan/kesultanan lokal dengan Residen/Gubernur sebagai wakil 
Gubernur Jenderal atas nama Raja/Ratu Belanda. Dengan perjanjian 
tersebut kerajaan/kesultanan memiliki status "negara semi merdeka" 
(negara dependen) dalam lingkungan Kerajaan Belanda. Daerah-daerah 
tersebut diperintah oleh dinasti pribumi dan memiliki struktur pemerintahan 
lokal sendiri. Dari sinilah kemudian muncul kedudukan khusus suatu 
daerah yang dikenal dengan nomenklatur Zelfbesturende Landschappen 
(Daerah Swapraja/Daerah Otonom/Daerah Istimewa).102  
Pada Tahun 1938, Hindia Belanda dibagi menjadi 3 Provinsi dan 5 
Kegubernuran, antara lain103: 
1. Provinsi Jawa Barat (West-Java) beribukota di Batavia 
2. Provinsi Jawa Tengah (Midden-Java) beribukota di Semarang 
3. Provinsi Jawa Timur (Oost-Java) beribukota di Surabaya 
4. Kegubernuran Surakarta (Kasunanan Surakarta dan Kadipaten 
Mangkunegaran) beribukota di Surakarta 
                                                          
102 Ibid  
103 Ibid 
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5. Kegubernuran Yogyakarta (Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten 
Pakualaman) beribukota di Yogyakarta 
6. Kegubernuran Sumatera (Sumatra) beribukota di Medan 
7. Kegubernuran Kalimantan (Borneo) beribukota di Banjarmasin 
8. Kegubernuran Timur Besar (Groote Oost) beribukota di Makassar 
Berdasarkan pembagian tersebut, Buton merupakan salah satu dari 
30 tanah-tanah kerajaan atau kesultanan (Zelfbesturende Landschappen) 
yang ada dalam Kegubernuran Timur Besar (Groote Oost). Sehingga 
Buton diberikan kekuasaan dan kebebasan yang besar oleh Pemerintah 
Kolonial Belanda untuk mengurusi wilayahnya sendiri, termasuk mengenai 
pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Buton diakui sebagai 
daerah Swapraja berdasarkan Keputusan Pemerintah Swapraja Buton 
(Perselfbestuur No.54 tanggal 15 Juli Tahun 1938)104 Jo Surat penetapan 
Gubernemen Nomor 29 (Staatsblad Nomor 529) tanggal 14 September 
Tahun 1938.105  
Secara historis sebutan swapraja diatur dalam naskah asli Undang-
Undang Dasar 1945, disinggung pada penjelasan Pasal 18 Undang-
Undang Dasar 1945, yang disebut dengan sebutan Zelfbesturende 
Landschappen. Ketentuan ini masih bertahan hingga periode Konstitusi 
Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar 
                                                          
104 Tasrifin T, Op. Cit, Hlm 75 
105 Suara Pasema, Sesudah Proklamasi Republik Indonesia Dan Papua Tidak Diakui 
Bangsa Indonesia, Sumber:Http://Suarapasema.Blogspot.Co.Id/2015/06/Sesudah-
Pproklamasi-Republik-Indonesia.Html. Di Akses Tanggal12 April 2017 
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Sementara 1950.106 Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, sebutan 
swapraja dapat dilihat pada Pasal 64 pada bab II yang mengatur 
mengenai Republik Indonesia Serikat dan Daerah-Daerah Bagian, bahwa 
“daerah-daerah Swapraja yang sudah ada, diakui” dan pada Pasal 65 bab 
II yang mengatur mengenai Republik Indonesia Serikat Dan Daerah-
Daerah Bagian, yang berbunyi: 
Mengatur kedudukan daerah-daerah swapraja masuk dalam tugas 
dan kekuasaan daerah-daerah bagian yang bersangkutan dengan 
pengertian, bahwa mengatur itu dilakukan dengan kontrak yang 
diadakan antara daerah bagian dan daerah-daerah swapraja 
bersangkutan dan bahwa dalam kontrak itu kedudukan istimewa 
swapraja akan diperhatikan dan bahwa tiada suatupun dari daerah-
daerah swapraja yang sudah ada, dapat dihapuskan atau diperkecil 
bertentangan dengan kehendaknya, kecuali untuk kepentingan 
umum dan sesudah undang-undang federal yang menyatakan, 
bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengecilan 
itu, memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah daerah bagian 
bersangkutan.  
Serta dalam Bab IV Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang 
berjudul Pemerintah Daerah dan Pemerintah Swapraja, dinyatakan dalam 
Pasal 132, bahwa kedudukan daerah-daerah swapraja diatur dengan 
Undang-Undang. Dengan demikian penguasaan tanah pada daerah-
daerah swapraja (Zelfbesturende Landschappen) di Indonesia pada waktu 
masih menjadi Hindia Belanda, diserahkan kepada kepala wilayahnya 
yang merupakan pribumi, yang disebut dengan sebutan Sultan, Raja atau 
nama adat yang lain, berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah Hindia 
Belanda untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri di wilayahnya 
masing-masing berdasarkan perjanjian dengan pemerintah kolonial 
                                                          
106 Daniel Raksa Praja, Tanah Swapraja, Sumber: http://kumpulan-berbagai-
ilmu2015.blogspot.co.id/2015/05/tanah-swapraja.html. Di Akses Tanggal 10 Juni 2017 
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Belanda serta adat-istiadat daerahnya masing-masing yang beraneka 
ragam. 
Secara historis, Buton secara resmi masuk dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1960, setelah Ir. 
Soekarno memperkenalkan dan mengajak untuk bergabung dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditandai 
dengan penandatanganan perjanjian masuk ke dalam wilayah NKRI pada 
bulan Februari tahun 1950 di Malino, yang dihadiri oleh Sultan Bone Andi 
Mappanyuki dan Gubernur Afdeling Makassar A.P. Pettarani. Tepat 
setahun setelah pertemuan Malino107, pemerintahan Swapraja Kesultanan 
Buton pun dibubarkan, disusul wafatnya Sultan Laode Muhammad Falihi 
tahun 1960 dan disertai dengan bubarnya sara108 sebagai penopang 
utama kesultanan, maka tidak ada pengangkatan sultan baru dan status 
Kesultanan Buton sebagai suatu negara berakhir. telah menandai 
berakhirnya Kesultanan Buton. 109 
2. Instrumen Peraturan yang Mengatur Hak Atas Tanah Bekas 
Swapraja di Kota Baubau 
Instrumen Peraturan yang mengatur tanah bekas Swapraja di Kota 
Baubau mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 
                                                          
107 Muliadin Iwan, Janji Pemerintah Ri Yang Terlupakan Kepada Masyarakat Buton, 
Sumber:Http://Www.Kompasiana.Com/Muliadin_Iwan/Janji-Pemerintah-Ri-Yang 
Terlupakan-Kepada-Masyarakat-Buton_54f354c0745513a32b6c70f2.Di Akses Tanggal 
18 Mei 2017 
108 Sara adalah dewan kesultanan yang bertugas dalam melantik Sultan dan mengawasi 
jalannya pemerintahan.  Berdasarkan informasi yang didapat penulis dari Narasumber 
yang bernama Dr. Tasrifin Tahara, sebagai dosen dalam lingkup Universitas Hasanuddin 
sekaligus peneliti mengenai kebudayaan pada tanggal 20 Mei 2017 
109 Tasrifin T, Op. Cit , Hlm 58 
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Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2010 Tentang Cagar Budaya, dan Surat Keputusan Walikota Baubau 
Nomor 105 Tahun 2003 Tentang Penetapan Benteng Keraton Sebagai 
Kawasan Khusus Kota Baubau. 
a. Undang-Undang Pokok Agraria 
Dalam UUPA, pengaturan tanah swapraja dapat dijumpai dalam 
Diktum ke IV, yang berbunyi: 
A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja 
atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya 
Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara. 
B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A di atas 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Dalam bunyi pasal tersebut masih menyebut adanya daerah swapraja dan 
bekas swapraja. Namun demikian, hingga kini Peraturan Pemerintah yang 
secara khusus merupakan pelaksanaan dari Diktum ke IV UUPA huruf A 
tersebut, belum ada. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang 
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian 
merupakan satu-satunya aturan pelaksana yang menyinggung mengenai 
daerah swapraja, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 huruf c Peraturan 
Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah 
dan Pemberian Ganti Kerugian, yang memuat bahwa “tanah-tanah 
Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara, 
sebagaimana yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undang-
Undang Pokok Agraria”. Pengaturan lebih lanjut mengenai tanah 
Swapraja juga dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
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No. 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan 
Pemberian Ganti Kerugian, yang memuat bahwa “tanah swapraja dan 
bekas swapraja beralih kepada Negara dan diberi peruntukan”.  
Dengan kata lain segala hak-hak atas tanah yang berlaku sebelum 
UUPA termasuk tanah Swapraja maupun bekas Swapraja beralih kepada 
Negara, sehingga tanah tersebut menjadi wewenang Negara untuk 
mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya 
seperti tercantum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA. 
Ketentuan ini menjelaskan kedudukan Negara dalam pengertian sebagai 
suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat untuk mengatur tentang 
keagrariaan, sehingga Negara sebagai organisasi kekuasaan tersebut 
dapat mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yakni untuk 
mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka 
masyarakat adil dan makmur. 110 
Dengan diberlakukannya UUPA maka dengan otomatis meletakan 
dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam 
hukum pertanahan yang ada di Indonesia111. Sehingga semestinya tanah-
tanah yang berlaku sebelum lahirnya UUPA terkonversi dari status lama, 
menjadi status baru sebagaimana diatur menurut UUPA.112 Mengutip 
                                                          
110 Aprilliyani, 2008, Pelaksanaan Pendaftaran Konversi Hak Atas Tanah Adat: Studi 
Mengenai Konversi Hak Atas Tanah Grant Sultan Di Kota Medan, Tesis, Universitas 
Sumatera Utara, Medan, Hlm 36 
111 Dapat Dilihat Pada Penjelasan Umum Angka I, Yang Merupakan Salah Satu Poin 
Tujuan Terbentuknya Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960  
112 Adrian Sutedi, Op.Cit, Hlm125. 
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pendapat dari Prof. Boedi Harsono113 dalam bukunya yang berjudul 
Hukum Agraria Indonesia, dikatakan sebagai berikut: 
Tanah-tanah hak adat hampir semuanya belum didaftar karena 
tanah-tanah tersebut tunduk pada hukum Tanah Adat yang tidak 
tertulis. Jadi tanah-tanah hak Adat juga merupakan tanah-tanah 
hak Indonesia, yang cakupannya lebih luas. Artinya, tanah-tanah 
dengan hak Indonesia tersebut meskipun merupakan tanah adat, 
ada pula terdapat tanah milik adat. Jadi tanah milik adat ini berbeda 
dengan tanah adat, disebabkan tanah milik adat dapat 
dikategorikan sebagai hak milik dan kemudian didaftarkan. 
Contohnya, tanah didaerah Swapraja yang berstatus Grant, yang 
terdapat di Sumatera Timur, maupun yang terdapat di Kesultanan 
Yogyakarta dan Surakarta. 
Berdasarkan penjelasan tersebut maka tanah Grant Sultan yang 
merupakan ciptaan dari sistem pemerintahan Swapraja masuk dalam 
kategori tanah milik Adat yang juga merupakan tanah-tanah hak 
Indonesia. Oleh sebab itu, pada masa sekarang setelah berlakunya UUPA 
semestinya dikonversi dan dinaikan statusnya menjadi Hak Milik 
sebagaimana dijelaskan pada Pasal II ayat (1) Ketentuan Konversi UUPA, 
yang berbunyi: 
Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau 
mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti 
yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai 
berlakunya Undang-undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, 
milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, 
pesini, grant Sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak 
usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama 
apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri 
Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak 
milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang 
mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai tersebut dalam 
pasal 21. 
                                                          
113 Boedi Harsono, 2005, Op.Cit, Hlm. 54 
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Mengenai jangka waktu konversi hak-hak lama sebelum berlakunya 
UUPA, Soedharyo Soimin114 mengatakan bahwa “tidak ditentukan kapan 
batas waktu pendaftaran konversi tanah bekas hak adat atau tanah-tanah 
hak Indonesia itu akan berakhir”. Dengan kata lain tidak ada batas waktu 
bagi pemohon untuk mendaftarkan hak atas tanahnya menjadi hak baru 
sesuai dengan yang diatur didalam UUPA.  
Dasar hukum mengenai konversi tanah diatur dalam bagian kedua 
mengenai Ketentuan-Ketentuan Konversi Pasal I hingga Pasal IX UUPA. 
Secara garis besar, konversi hak atas tanah terbagi menjadi tiga jenis, 
yaitu:115   
1. Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah Hak Barat 
Hak atas tanah yang berasal dari Hak Barat terdiri dari berbagai jenis, 
yaitu: 
a. Hak Eigendom 
Hak Eigendom adalah hak untuk membuat suatu barang secara leluasa 
dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan 
tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang 
ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-
hak orang lain. Hak Eigendom adalah suatu hak yang paling sempurna 
atas sesuatu barang. Hak Eigendom dapat dikonversi menjadi Hak Milik, 
Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Namun apabila Hak Eigendom ini 
                                                          
114 Soedharyo Soimin, 2001, Status Hak Dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 
Hlm 63 
115  Ali Achmad Chomzah, Op Cit., hlm 80- 146 
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dibebani dengan Hak Opstal atau Hak Erpacht, maka selanjutnya 
diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. 
b. Hak Opstal 
Hak Opstal adalah suatu hak kebendaan untuk memiliki bangunan dan 
tanaman-tanaman di atas sebidang tanah orang lain. Hak Opstal dapat 
dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan. 
c. Hak Erfpacht 
Hak Erfpacht adalah hak untuk memetik kenikmatan seluas-luasnya dari 
tanah milik orang lain, mengusahakan untuk waktu yang sangat lama. Hak 
Erfpacht ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu Hak Erfpacht untuk 
perusahaan kebun besar, pertanian kecil, dan perumahan. Hak Erfpacht 
dapat dikonversi menjadi Hak Guna Usaha. 
d. Hak Gebruik (Recht van Gebruik) 
Hak Gebruik adalah suatu hak kebendaan atas benda orang lain bagi 
seseorang tertentu untuk mengambil benda sendiri dan memakai apabila 
ada hasilnya, sekedar untuk keperluannya sendiri dan keluarganya. Hak 
Gebruik dapat dikonversi menjadi Hak Pakai. 
e. Bruikleen 
Bruikleen adalah suatu perjanjian, dimana pihak satu menyerahkan benda 
dengan Cuma-Cuma kepada pihak lain untuk dipakainya, dengan 
kewajiban bagi yang meminjam setelah benda itu terpakai untuk 
mengembalikan dalam waktu tertentu. Hak Bruikleen dapat dikonversi 
menjadi hak Pakai. 
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2. Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah bekas Hak Indonesia 
Hak atas tanah yang berasal dari Hak Indonesia terdiri dari berbagai 
jenis, yaitu: 
a. Hak Erfpacht yang altijddurend (Altyddurende Erpacht) 
Hak Erfpacht yang altijddurend adalah Hak erfpacht yang diberika sebagi 
pengganti Hak Usaha di atas bekas tanah partikuler menurut S.1913-702. 
Hak ini dapat dikonversi menjadi Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak 
Guna Bangunan tergantung pada subjek haknya dan peruntukan dari 
tanah tersebut. 
b. Hak Agrarische Eigendom 
Hak Agrarische Eigendom adalah suatu hak semasa Pemerintah Hindia 
Belanda, dengan maksud memberikan kepada orang-orang Indonesia/ 
pribumi suatu hak baru yang kuat atas sebidang tanah. Hak ini dapat 
dikonversi menjadi Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha 
tergantung pada subjek haknya dan peruntukan dari tanah tersebut. 
c. Hak Gogolan 
Hak Gogolan adalah hak seorang gogol atau kuli atas komunal desa. Hak 
Gogolan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang bersifat tetap dan 
tidak bersifat tetap. Hak Gogolan yang bersifat tetap dapat dikonversi 
menjaddi Hak Milik, sedangkan Hak Gogolan yang tidak bersifat tetap 
dapat dikonversi menjadi Hak Pakai. 
3. Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah bekas Swapraja. 
Hak atas tanah yang berasal dari tanah bekas Swapraja terdiri dari 
berbagai jenis, yaitu: 
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a. Hak Hanggaduh 
Hak Hanggaduh adalah hak untuk memakai tanah kepunyaan Raja. 
Tanah Hak Hanggaduh ini dibedakan menjadi Hak Hanggaduh yang 
bersifat tetap dan tidak tetap. Hak ini dapat dikonversi menjadi Hak Pakai. 
b. Hak Grant 
Hak Grant adalah hak atas tanah atas pemberian hak Raja kepada 
bangsa asing. Hak Grant terbagi menjadi 3 macam, yaitu: 
1. Grant Sultan 
Hak Grant Sultan ini merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang 
diberikan oleh Sultan kepada kaula Swapraja. Hak ini dapat dikonversi 
menjadi Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan, sesuai 
dengan sujek hak dan peruntukannya. 
2. Grant Controleur  
Grant Controleur adalah hak yang diberikan oleh Sultan kepada bukan 
kawula Swapraja. Hak ini dapat dikonversi menjadi Hak Pakai. 
3. Grant Deli Maatschaapy 
Grant Deli Maatschaapy adalah hak yang diberikan Sultan kepada Deli 
Maatschaapy yang berwenang untuk memberikan bagian bagian tanah 
kepada pihak lain. Menurut Boedi Harsono, hak ini dapat dikonversi 
menjadi Hak Pakai. 
c. Hak-hak Konsensi dan sewa untuk perusahaan kebun besar 
d. Hak-hak Konsensi untuk perusahaan kebun besar adalah hak-hak 
untuk mengusahakan tanah Swapraja, yang diberikan oleh kepala 
Swapraja, sedangkan Hak-hak sewa untuk perusahaan kebun besar 
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adalah hak sewa atas tanah Negara, termasuk tanah bekas Swapraja 
untuk dipergunakan perkebunan yang luasnya 25 Ha atau lebih. Hak 
ini dapat dikonversi menjadi Hak Guna Usaha. 
Sejak diberlakukannya UUPA pada tanggal 24 September Tahun 
1960 itulah berlaku hak-hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 16 UUPA, khususnya Hak atas Tanah Primair, seperti Hak Milik, 
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.116 Pembuktian  
bekas Hak Lama dan Hak Milik Adat dilakukan melalui alat-alat bukti 
berupa bukti tertulis, keterangan saksi, ataupun pernyataan yang 
bersangkutan yang kadar benarnya dianggap cukup oleh pejabat 
berwenang. 117  
b. Undang Undang Cagar Budaya 
Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar 
Budaya tidak mengatur mengenai tanah bekas Swapraja. Kaitannya 
instrumen ini dengan pengaturan tanah Swapraja di Kota Baubau,  karena 
pada tahun 2003 Benteng Keraton Buton, Mesjid Agung Keraton Buton, 
serta Benteng Baadia ditetapkan sebagai benda Cagar Budaya oleh 
Menteri Kebudayaan berdasarkan Nomor Penetapan 
KM.8/PW.007/MKP/03 pada tanggal 4 Maret tahun 2003. Selain itu 
Benteng Keraton Buton juga mendapat  penghargaan dari Museum Rekor 
Indonesia (MURI) dan Guiness Book of World  Record, sebagai benteng 
                                                          
116  Ibid hlm 83 
117 Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah 
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terluas di dunia dengan luas 23,375 hektar dan panjang keliling 2.740 
meter, yang dikeluarkan pada bulan september tahun 2006.118  
Penetapan Benteng Keraton Buton, Mesjid Agung Keraton Buton, 
serta Benteng Baadia sebagai Benda Cagar Budaya didasarkan pada 
terpenuhinya kriteria Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yang 
berbunyi: 
Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda 
Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar 
Budaya apabila memenuhi kriteria: 
a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; 
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; 
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, 
agama, dan/atau kebudayaan; dan 
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. 
Dengan ditetapkannya Benda Cagar Budaya tersebut, maka Negara 
berkewajiban untuk mengambil segala langkah dan upaya dalam 
perlindungan serta usaha memajukan kebudayaan Bangsa dan Negara 
agar tidak punah dan luntur119 karena merupakan unsur nasionalisme 
dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Hal ini sejalan dengan 
amanat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui 
Pemerintah Kota Baubau berkewajiban untuk melestarikan benda cagar 
budaya khususnya Benteng Keraton Buton sebagai warisan budaya 
bangsa Indonesia. 
                                                          
118 Wikipediawan, Kesultanan Buton, 
Sumber:Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kesultanan_Buton. Di Akses Tanggal 4 Mei 2017 
119 Bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya 
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Penetapan Benteng Keraton Buton, Mesjid Agung Keraton Buton, 
serta Benteng Baadia sebagai Benda Cagar Budaya pada tahun 2003, 
apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang 
Cagar Budaya, maka wilayah tersebut dapat dikatakan sebagai Kawasan 
Cagar Budaya karena ketiga benda Cagar Budaya tersebut tidak berada 
pada satu lokasi yang sama. Hal ini sejalan dengan Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yang berbunyi: 
Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar 
Budaya apabila: 
e. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang 
letaknya berdekatan; 
f. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling 
sedikit 50 (lima puluh) tahun; 
g. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu 
berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; 
h. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses 
pemanfaatan ruang berskala luas; 
i. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan 
j. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti 
kegiatan manusia atau endapan fosil. 
Pembahasan Cagar Budaya menjadi penting karena berkaitan 
dengan status penguasaan tanah Benteng Keraton Buton, Mesjid Agung 
Keraton Buton, serta Benteng Baadia120, yang disatu sisi merupakan 
tanah bekas swapraja, disisi lain juga telah ditetapkan sebagai Cagar 
Budaya. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 
Tentang Cagar Budaya, “Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki 
dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki 
oleh masyarakat hukum adat.” Berdasarkan hal tersebut maka dapat 
                                                          
120 Cagar Budaya Yang Ditetapkan Oleh Kementerian Cagar Budaya Berlokasi Di Dua 
Lokasi Yang Berbeda, Yakni Kelurahan Melai Dan Kelurahan Baadia 
72 
 
disimpulkan bahwa penguasaan tanah di dalam Kawasan Benteng 
Keraton Buton dalam kapasitasnya sebagai Kawasan Cagar Budaya 
hanya dapat dimiliki dan atau dikuasai oleh Negara dan Masyarakat 
Hukum Adat. 
c. Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor 105 Tahun 2003 
Tentang Penetapan Benteng Keraton Sebagai Kawasan Khusus 
Kota Baubau 
Dalam perkembangannya, perlindungan peninggalan sejarah 
Kesultanan Buton di Kawasan Benteng Keraton Buton dilakukan oleh 
pemerintah Kota Baubau melalui Surat Keputusan Walikota Bau-bau No. 
105 Tahun 2003 Tentang Penetapan Benteng Keraton Sebagai Kawasan 
Khusus Kota Baubau. Penetapan Kawasan Khusus yang dimaksud dalam 
regulasi ini yaitu kawasan khusus mengenai Cagar Budaya, hal ini dapat 
dilihat pada Pasal 6 huruf A Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor 105 
Tahun 2003 Tentang Penetapan Benteng Keraton Sebagai Kawasan 
Khusus Kota Baubau yang mewajibkan untuk menjaga, memelihara serta 
melestarikan Benda Cagar Budaya yang ada dalam Kawasan Benteng 
Keraton Buton. 
Langkah tersebut sebagai wujud tanggungjawab Negara melalui 
Pemerintah Kota Baubau terhadap wilayah tersebut setelah ditetapkannya 
sebagai Cagar Budaya, yang mempunyai arti penting bagi kebudayaan 
bangsa. Penetapan Benteng Keraton Buton sebagai Kawasan Khusus 
juga berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah Kota 
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Baubau sebagaimana yang diberikan oleh Undang-Undang merujuk pada 
pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 
1999 Tentang Pemerintahan Daerah121, yang berbunyi : 
Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11, berlaku juga di kawasan otoritas yang 
terletak di Daerah Otonom, yang meliputi badan otorita, kawasan 
pelabuhan, kawasan Bandar udara, kawasan perumahan, kawasan 
industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan 
kehutanan, kawasan pariwisata, kawasan jalan bebas hambatan, 
dan kawasan lain yang sejenis. 
Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal 
ini Pemerintah Kota Baubau berwenang dalam menetapkan suatu 
Kawasan Khusus dalam lingkungan administrasinya untuk 
menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus 
bagi kepentingan nasional, maka Pemerintah dapat menetapkan kawasan 
khusus dalam wilayahnya untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah 
yang memfokuskan kemandirian Daerah, dan dilaksanakan dengan 
memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi 
dan keanekaragaman Daerah.122 Penetapan Kawasan khusus Pemerintah 
Kota Baubau meski masih mengacu pada regulasi yang lama mengenai 
Pemerintah Daerah dan Cagar Budaya akan tetapi tidak bertentangan 
dengan regulasi yang baru, baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintah Daerah maupun dalam Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, sehingga masih tetap berlaku.  
                                                          
121 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang lama menjadi rujukan terbentuknya 
Surat Keputusan Walikota Nomor 105 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kawasan 
Benteng Keraton Buton sebagai Kawasan Khusus Kota Baubau. 
122 Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 
Tentang Pemerintahan Daerah Pada Angka 1 Huruf I 
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Penetapan Kawasan Khusus oleh Pemerintah Kota Baubau melalui 
Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor 105 Tahun 2003 Tentang 
Penetapan Benteng Keraton Sebagai Kawasan Khusus Kota Baubau 
merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 
Cagar Budaya yang mengatur secara regional mengenai benda cagar 
budaya yang berada dalam lingkup administrasi Kota Baubau. Penetapan 
oleh Pemerintah Kota Baubau mengenai Kawasan Khusus Cagar Budaya 
selain didasarkan pada Penetapan Benteng Keraton Buton, Mesjid Agung 
Keraton Buton, serta Benteng Baadia sebagai Benda Cagar Budaya yang 
dilindungi oleh Kementerian Cagar Budaya melalui penetapan 
KM.8/PW.007/MKP/03, juga dikarenakan Kawasan Benteng Keraton 
Buton merupakan cikal bakal lahirnya Kerajaan/Kesultanan Buton123 serta 
sebagai peninggalan leluhur yang bernilai sejarah, budaya dan purbakala 
yang harus dijaga dan dilindungi keasliannya124. Oleh sebab itu, 
Pemerintah Kota Baubau menganggap perlu untuk menetapkan Kawasan 
Benteng Keraton Buton sebagai Kawasan Khusus melalui Surat 
Keputusan Walikota Baubau Nomor 105 Tahun 2003 Tentang Penetapan 
Benteng Keraton Sebagai Kawasan Khusus Kota Baubau.  
Penetapan yang dilakukan tersebut selaras dengan Pasal 10 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya mengenai 
suatu lingkungan dapat dikatakan sebagai Kawasan Cagar Budaya, hal ini 
                                                          
123  Berdasarkan Penelitian Yang Dilakukan Kepada Narasumber Yang Bernama Dr. La 
Ode Munafi Sebagai Budayawan Sekaligus Dosen di Universitas Dayanu Ikhsanuddin 
Pada Tanggal 28 Maret 2017. 
124 Lihat Poin Menimbang Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor 105 Tahun 2003 
Tentang Penetapan Benteng Keraton Sebagai Kawasan Khusus Kota Baubau 
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dikarenakan Benda Cagar Budaya yang berada dalam lingkungan kota 
Baubau memenuhi semua unsur-unsur seperti yang diamanatkan dalam 
pasal tersebut. Sehingga dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini 
mempertegas kedudukan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2010 Tentang Cagar Budaya. 
 
B. Status Penguasaan Tanah Masyarakat Wolio di Dalam Benteng 
Keraton Buton 
a. Masyarakat Wolio 
Masyarakat Wolio sebenarnya merujuk pada suatu wilayah yang 
bernama Wolio 125 yang dibangun oleh Mia Patamiana, yang kemudian 
menjadi awal dari terbentuknya Kerajaan/Kesultanan Buton dikemudian 
hari.126 Pada masa sekarang, Masyarakat Wolio merupakan penduduk 
mayoritas Kota Baubau yang pada masa Kerajaan/Kesultanan merupakan 
Masyarakat yang berasal dari dalam Benteng Keraton Buton, meski 
sebagian Masyarakat Wolio yang berada di luar Benteng Keraton Buton 
tidak menjalankan lagi sepenuhnya nilai-nilai budaya dan adat istiadat 
pada masa Kesultanan karena telah mengalami perubahan kultur dari 
tahun ke tahun melalui perkawinan serta dipengaruhi oleh budaya luar, 
akan tetapi Masyarakat Wolio yang berada di dalam Benteng Keraton 
                                                          
125 Kata Wolio Berasal Dari Kata “Welia” Yang Berarti Menebas, Dikatakan Demikian 
Karena Belukar Yang Ada Dilokasi Tersebut Ditebas Dan Dijadikan Suatu Perkampungan 
Baru, Yang Saat Ini Dikenal Dengan Wolio. Penelitian Yang Penulis Dapatkan 
Dilapangan Melalui Wawancara Dengan Narasumber Yang Bernama Abdul Mulku 
Zahari, Yang Merupakan Tokoh Masyarakat, Tanggal 30 Maret 2017. 
126 Berdasarkan Penelitian Yang Dilakukan Kepada Narasumber Yang Bernama Dr. La 
Ode Munafi Sebagai Budayawan Sekaligus Dosen di Universitas Dayanu Ikhsanuddin 
Pada Tanggal 28 Maret 2017. 
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Buton tetap menjaga dan menjalankan nilai-nilai tersebut. Hal ini 
dikarenakan Masyarakat Wolio yang berada di dalam Benteng Keraton 
Buton terikat secara historis-kultural dengan Kesultanan yang dulunya 
menguasai Benteng Keraton Buton. Keberadaan Masyarakat Wolio juga 
tidak terlepas dari upaya mempertahankan Budaya dan Kebudayaan 
Buton yang merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan 
sebagai ciri khas Kawasan Cagar Budaya Benteng Keraton Buton 
Menurut Irwan Idrus.127, Masyarakat Wolio yang berada di dalam 
Benteng Keraton Buton diperlakukan secara “khusus” terhadap 
penguasaan tanah mereka yang berada di dalam kawasan Benteng 
Keraton Buton, dikarenakan tanah yang dikuasai oleh Masyarakat Wolio 
tersebut merupakan tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah yang 
hanya dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat. Sehingga menimbulkan 
pertanyaan, apakah Masyarakat Wolio merupakan Masyarakat Hukum 
Adat? Sedangkan awal mula dasar penguasaan tanah Masyarakat Wolio 
didasarkan pada pemberian oleh pihak Kesultanan kepada kaula 
swaprajanya. Oleh sebab itu penulis akan menjabarkan terlebih dahulu 
mengenai unsur-unsur Masyarakat Hukum Adat. 
Merujuk pada aturan mengenai klasifikasi suatu Masyarakat 
dianggap sebagai Masyarakat Hukum Adat, dapat dilihat pada Pasal 4 
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertananahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi: 
                                                          
127 Penelitian Yang dilakukan Oleh Penulis Kepada Kepala Badan Pertanahan Kota pada 
Tanggal 24 Maret 2017. 
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Persyaratan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: 
a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban; 
b. ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya; 
c. ada wilayah hukum adat yang jelas; 
d. ada pranata dan perangkat hukum, yang masih ditaati. 
Berdasarkan Pasal di atas Masyarakat Wolio dapat dikategorikan sebagai 
Masyarakat Hukum Adat, hal ini dikarenakan (a) Masyarakat Wolio masih 
dalam bentuk paguyuban, hal ini dibuktikan dengan keberadaan mereka di 
dalam Benteng Keraton Buton yang masih murni tanpa adanya pengaruh 
dari masyarakat luar yang mendiami wilayah Kawasan Benteng Keraton 
Buton. (b) Kelembagaan dalam perangkat penguasa adat dalam bentuk 
Kesultanan yang hingga kini masih eksis meski telah memutuskan 
bergabung ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). (c) Wilayah Hukum Adat yang jelas, meski secara materil bahwa 
wilayah kesultanan tidak sebatas Kawasan Benteng Keraton Buton, 
dengan kata lain apabila merujuk pada konsep Kesultanan bahwa sejauh 
mata memandang disitulah wilayah kekuasaan Sultan. Namun, secara 
formil wilayah hukum Adat Masyarakat Wolio dibatasi dengan terbitnya 
Surat Keputusan Walikota Nomor 105 Tahun 2003 Tentang Penetapan 
Kawasan Benteng Keraton Buton sebagai Kawasan Khusus. (d) 
Masyarakat Wolio hingga kini masih menaati aturan aturan yang 
diterapkan oleh Kesultanan terhadap tanah yang mereka haki serta 
mengenai etika pergaulan masih dijalankan dengan baik, terkhusus 
menyangkut megenai adat istiadat, dan apabila dilanggar maka akan 
ditegakkan oleh Masyarakat Wolio itu sendiri. 
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Maka berdasarkan pasal tersebut, Masyarakat Wolio dapat 
dikategorikan sebagai Masyarakat Hukum Adat karena memenuhi semua 
unsur pada pasal tersebut, meski awal mulanya penguasaannya 
didasarkan pada pemberian oleh pihak kesultanan, maka dengan 
berakhirnya kesultanan dan memutuskan bergabung ke dalam wilayah 
NKRI, maka tanah tersebut menjadi tanah milik adat yang dikelola 
bersama oleh Masyarakat Wolio. Hal ini didukung oleh pendapat yang 
dikemukakan oleh Boedi Harsono, yang mengatakan tanah Grant Sultan 
yang merupakan ciptaan dari sistem pemerintahan Swapraja masuk 
dalam kategori tanah milik Adat yang juga merupakan tanah-tanah hak 
Indonesia128. Tanah milik Adat sebagaimana yang dikemukakan tersebut 
merupakan obyek yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat. 
b. Status Penguasaan Tanah Masyarakat Wolio 
Alas hak terhadap penguasaan tanah Masyarakat Wolio yang 
berada di dalam Benteng Keraton Buton hingga kini masih mengacu pada 
sistem penguasaan tanah pada masa Kesultanan, yang dikenal dengan 
sebutan tanah Turakea, yakni status tanah hak pakai yang diberikan oleh 
Kesultanan kepada golongan Bangsawan Kaomu dan Walaka yang 
didasarkan pada keputusan Kesultanan Buton Perselfbestur No.54 pada 
tanggal 15 Juli 1938 dan dilegalisasi kembali berdasarkan Surat 
Persetujuan Sultan Buton selaku Kepala Pemerintahan Swapraja Buton 
                                                          
128 Boedi Harsono, 2005, Op.Cit, Hlm. 54 
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tanggal 14 Mei 1957129. Dalam UUPA, status penguasaan tanah Turakea 
dikenal dengan sebutan tanah Grant sultan130, yang merupakan hasil dari 
penerapan sistem Pemerintahan Swapraja pada masa Kolonial Belanda. 
Tanah Grant Sultan adalah sebentuk surat keterangan tentang hak-hak 
atas tanah yang dapat dipunyai oleh warga pribumi atas izin, pemberian, 
maupun pengakuan Sultan terhadap hak-hak atas tanah yang diberikan 
kepada kaulanya, diwilayah swapraja.131  
Apabila merujuk pada Pasal II ayat (1) UUPA tentang Ketentuan-
Ketentuan Konversi, maka tanah Turakea atau tanah Grant Sultan 
tersebut semestinya dikonversi menjadi Hak Milik, sehingga sesuai 
dengan hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA sebagai regulasi 
nasional yang mengatur mengenai keagrariaan. Akan tetapi dengan 
dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Baubau mengenai Penetapan 
Kawasan Benteng Keraton Buton sebagai Kawasan Khusus pada Tahun 
2003, menyusul penetapan Benteng Keraton Buton, Mesjid Agung 
Keraton Buton, serta Benteng Baadia sebagai benda cagar budaya oleh 
Menteri Kebudayaan berdasarkan Nomor Penetapan 
KM.8/PW.007/MKP/03, maka menutup ruang bagi Masyarakat Wolio 
untuk menguasai tanahnya sebagai Hak Milik. Hal ini dikarenakan, 
penguasaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, 
                                                          
129 Tasrifin T, Op. Cit, Hlm 79 
130 Lihat penjelasan Pasal II ayat (1) mengenai Ketentuan Konversi Pada Undang-
Undang Nomor 5 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Tahun 1960 
131 Aprilliyani, Hlm 63 
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mengatur bahwa “Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau 
dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh 
masyarakat hukum adat.”  
Pada prakteknya, penerapan tanah Turakea di dalam Benteng 
Keraton Buton oleh Masyarakat Wolio merupakan sistem yang diterapkan 
oleh Masyarakat Hukum Adat, dimana yang diakui oleh masyarakat adat 
ini merupakan Hak Pakai tanah oleh individu, namun kepemilikan ini diakui 
sebagai milik bersama seluruh anggota masyarakat (komunal). Anggota 
masyarakat tidak bisa mengalihkan atau melepaskan haknya atas tanah 
yang dibuka kepada anggota dari masyarakat lain atau pendatang dari 
luar masyarakat tersebut, kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang 
disepakati bersama semua anggota komunal tersebut.132 Serta dalam 
penjelasan sebelumnya, Masyarakat Wolio memenuhi semua unsur suatu 
Masyarakat dapat dikatakan sebagai Masyarakat Hukum Adat, sehingga 
berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa Masyarakat 
Wolio merupakan Masyarakat Hukum Adat. 
Oleh sebab itu, Masyarakat Wolio berhak menguasai tanah 
Turakea nya yang berada dalam Kawasan Benteng Keraton Buton 
sebagai Kawasan Cagar Budaya. Hal ini juga diperkuat dengan Terbitnya 
Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor 105 Tahun 2003 Tentang 
Penetapan Benteng Keraton Sebagai Kawasan Khusus Kota Baubau 
tersebut bertujuan untuk menjaga dan melestarikan Kawasan Benteng 
                                                          
132  Soerojo Wignjodipoero, Op.Cit, Hlm 201 . 
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Keraton Buton termasuk status tanah Turakea di dalamnya menjadi 
Kawasan Khusus Kota Baubau. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 4, yang 
berbunyi: 
Dalam kawasan khusus dilarang : 
a. Mendirikan bangunan, baik bangunan Milik, Swasta maupun 
bangunan rumah tempat tinggal dalam bentuk permanen dan 
atau sejenisnya; 
b. Menambah bangunan tempat tinggal Khas Adat Wolio dengan 
bangunan permanen pada bagian depan dan sayap kiri dan 
kanan induk, kecuali pada bagian belakang dengan ketentuan 
tidak Nampak dari depan dan tidak melebihi volume 20% dari 
bangunan induk; 
c. Mendirikan Pabrik, Gudang, dan sejenisnya; 
d. Mendirikan Bangunan yang tidak bernilai budaya adat Wolio 
Buton; 
e. Semua jenis kegiatan Sosial Budaya dan kemasyarakatan 
dalam kawasan khusus yang tidak bernuansa Budaya/ Adat 
Wolio; 
f. Melakukan usaha yang dapat menciptakan kebisingan, polusi 
udara dan arus lalu lintas kendaraan, seperti pabrik, gudang, 
dan lain sebagainya; 
g. Mendirikan rumah potong hewan yang dilakukan secara rutin; 
h. Melepaskan Hewan Ternak yang dapat mengganggu ketertiban 
umum; 
i. Tempat tempat hiburan seperti Kafe, Karaoke, Diskotik, Bar, 
dan sejenisnya. 
Jika diperhatikan dalam pasal di atas, sekiranya memungkinkan 
bagi Masyarakat Wolio untuk mendiami kawasan tersebut, sepanjang 
tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal di atas. 
Namun di dalam Surat Keputusan tersebut tidak mengatur secara jelas 
mengenai siapa yang berhak mendiami wilayah Kawasan Benteng 
Keraton Buton serta tidak menyebutkan secara tegas Masyarakat Wolio 
sebagai Masyarakat Hukum Adat. 
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Sepanjang status kawasan yang didiami oleh Masyarakat Wolio 
merupakan Kawasan Cagar Budaya, maka sepanjang itu pula instrumen 
yang mengatur mengenai penguasaan tanah di dalam kawasan tersebut 
mengacu pada Undang-Undang Cagar Budaya, meski disatu sisi UUPA 
memberi ruang untuk peningkatan status hak menjadi Hak Milik. Dalam 
Kawasan Cagar Budaya, kepemilikkan dan atau penguasaan hanya dapat 
dilakukan oleh Negara atau Masyarakat Hukum Adat secara turun 
temurun, sedangkan Masyarakat Wolio merupakan Masyarakat Hukum 
Adat yang belum memiliki status yang jelas, sehingga kedepannya perlu 
ada pengajuan Hak Komunal dan penetapan Masyarakat Wolio sebagai 
Masyarakat Hukum Adat, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 13 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Regulasi yang mengatur mengenai penguasaan bekas Swapraja di 
Kota Baubau diatur dalam Diktum ke IV Undang-Undang Pokok 
Agraria dan pada bagian kedua mengenai Ketentuan-Ketentuan 
Konversi Pasal I hingga Pasal IX Undang-Undang Pokok-Pokok 
Agraria dimana tanah swapraja dapat dikonversi menjadi Hak Milik 
oleh Masyarakat Wolio. Namun, dengan diterbitkannya SK Walikota 
mengenai Kawasan Khusus Benteng Keraton Buton, maka 
peningkatan status tanah menjadi Hak Milik tidak dapat dilakukan. 
Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 
Tentang Cagar Budaya mengatur bahwa Kawasan Cagar Budaya 
hanya dapat dikuasai oleh Negara dan Masyarakat Hukum Adat. 
Sehingga selain Negara dan Masyarakat Hukum Adat, Kawasan 
Benteng Keraton Buton tidak dapat dimiliki dan atau dikuasai. 
2. Status penguasaan Masyarakat Wolio terhadap tanah bekas 
Swapraja di dalam Benteng Keraton Buton sebagai Kawasan Cagar 
Budaya merupakan status tanah Hak Ulayat, hal ini dikarenakan 
Masyarakat Wolio memenuhi unsur sebagai Masyarakat Hukum 
Adat. Sehingga penguasaan tanah yang dilakukan secara turun 
temurun oleh Masyarakat Wolio pada Kawasan Benteng Keraton 
Buton dibenarkan apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 
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Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Namun, bukti yuridis dalam 
bentuk penetapan terhadap Masyarakat Wolio sebagai Masyarakat 
Hukum Adat belum ada. 
B. Saran 
1. Perlu dilakukan penetapan oleh Pemerintah Kota kepada 
Masyarakat Wolio yang mendiami Kawasan Benteng Keraton Buton 
sebagai Masyarakat Hukum Adat. 
2. Perlu dibuatkan suatu regulasi baru dalam bentuk Peraturan Daerah 
oleh Pemerintah Kota Baubau yang khusus mengatur mengenai 
Masyarakat Wolio yang mendiami Kawasan Benteng Keraton Buton 
sebagai Masyarakat Hukum Adat.  
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